MANAJEMEN

STRATEGIS
SEKTOR PUBLIK

Teori, Formulasi, dan Implementasi
di Era Governance

)

Tim Penulis:

Husni Ahmad Sirojudin | Rasyid Tarmizi | Norbertus Citra Irawan | Dodi Siswanto
Dahlia Tri Anggraini | Yuliana | Mochamad Heru Riza Chakim | Eva Faridah
Maudhy Satyadharma | Fajar Nugraha Yusman | Mohamad Adila Rossa
Titik Agus Setiyaningsih | Mohammad Annas | Mokhamad Eldon
Pathmi Noerhatini | Lena Farsiah



MANAJEMEN STRATEGIS
SEKTOR PUBLIK

Teori, Formulasi, dan Implement di Era Governance

Husni Ahmad Sirojudin
Rasyid Tarmizi
Norbertus Citra Irawan
Dodi Siswanto
Dahlia Tri Anggraini
Yuliana
Mochamad Heru Riza Chakim
Eva Faridah
Maudhy Satyadharma
Fajar Nugraha Yusman
Mohamad Adila Rossa
Titik Agus Setiyaningsih
Mohammad Annas
Mokhamad Eldon
Pathmi Noerhatini
Lena Farsiah



MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK

Teori, Formulasi, dan Implement di Era Governance

Tim Penulis:
Husni Ahmad Sirojudin
Rasyid Tarmizi
Norbertus Citra Irawan
Dodi Siswanto
Dahlia Tri Anggraini
Yuliana
Mochamad Heru Riza Chakim
Eva Faridah
Maudhy Satyadharma
Fajar Nugraha Yusman
Mohamad Adila Rossa
Titik Agus Setiyaningsih
Mohammad Annas
Mokhamad Eldon
Pathmi Noerhatini
Lena Farsiah

Editor : Ria Wulandari, M.M
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5x 23 cm
Halaman 1%, 341

ISBN :978-634-7522-17-7

Terbit Pada : Januari 2026
Anggota IKAPI : No.073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan
penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

JI. Kramat, Panenjoan, Kec. Carenang, Kabupaten Serang, Banten 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA :+62 8381281 8431

ii


mailto:sadapenerbit@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Manajemen Strategis
Sektor Publik: Teori, Formulasi, dan Implementasi di Era
Governance" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dunia sektor publik saat ini tengah berada di persimpangan jalan
yang krusial. Perubahan lingkungan eksternal yang serba cepat,
disrupsi teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin Kritis
menuntut organisasi publik untuk tidak lagi sekadar menjalankan
rutinitas birokrasi. Di sinilah pentingnya manajemen strategis; sebuah
kompas yang memandu organisasi publik untuk tetap relevan, adaptif,
dan mampu menciptakan nilai publik (public value) yang nyata.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif
mengenai bagaimana manajemen strategis diadaptasi dari dunia
korporasi ke dalam karakteristik unik sektor publik yang penuh
dengan kompleksitas politik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Penulis
membagi pembahasan ke dalam tiga pilar utama:

1. Teori: Menelusuri akar filosofis dan evolusi pemikiran manajemen
strategis dari masa ke masa.

2. Formulasi: Bagaimana merancang strategi yang tidak hanya
visioner, tetapi juga selaras dengan tata kelola (governance) yang
inklusif dan transparan.

3. Implementasi: Membedah tantangan nyata dalam mengeksekusi
rencana di lapangan, di mana kepemimpinan dan budaya
organisasi menjadi penentu utama keberhasilan.

Hadirnya istilah "Era Governance” dalam judul buku ini bukan
tanpa alasan. Penulis ingin menekankan bahwa manajemen strategis
hari ini tidak lagi dilakukan secara terisolasi di dalam gedung
pemerintahan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor
pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
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Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi para
mahasiswa, akademisi, praktisi birokrasi, serta pengambil kebijakan
yang ingin memperdalam pemahaman mengenai seni dan sains dalam
mengelola organisasi publik secara strategis.

Akhir kata, semoga buah pemikiran dalam buku ini dapat
memberikan kontribusi positif bagi kemajuan tata kelola sektor publik
di Indonesia.

Selamat membaca.

Tim Penulis
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BAB 1
PENGANTAR
MANAJEMEN STRATEGIK

SEKTOR PUBLIK: ESENSI
DAN URGENSI

H. Husni Ahmad Sirojudin, S.Ag., M.M.
STIE Miftahul Huda Subang




Pengantar Manajemen Strategik Sektor Publik: Esensi dan Urgensi

Pendahuluan

Manajemen strategik sektor publik merupakan bidang kajian yang
semakin memperoleh perhatian signifikan dalam ilmu administrasi
publik dan manajemen organisasi di era kontemporer.

Perubahan lingkungan eksternal yang cepat, tuntutan masyarakat
akan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatnya kompleksitas
kebijakan publik, serta dinamika reformasi birokrasi telah
menjadikan kebutuhan untuk merumuskan, mengimplementasikan,
dan mengevaluasi strategi yang efektif sebagai aspek fundamental
bagi keberhasilan organisasi sektor publik.

Fenomena ini terlihat dari upaya pemerintah di berbagai negara,
termasuk Indonesia, untuk mengintegrasikan pendekatan strategik
dalam perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan
pelayanan publik, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada
penciptaan nilai publik (public value) yang tinggi (Star dkk., 2025).

Secara historis, konsep manajemen strategik tumbuh dari praktik
di sektor swasta yang berfokus pada keunggulan kompetitif dan
pencapaian tujuan jangka panjang. Namun, sejak dekade 1980-an,
melalui gelombang reformasi administrasi publik seperti New Public
Management (NPM) dan upaya reinventing government, prinsip-
prinsip strategik ini mulai diadopsi dan disesuaikan dengan
karakteristik unik sektor publik yang berorientasi pada pelayanan
masyarakat dan akuntabilitas publik. Paradigma ini menekankan
kebutuhan untuk tidak hanya merespon perubahan lingkungan, tetapi
juga memandu arah kebijakan dan program pembangunan secara
proaktif dan adaptif (Purwanto, 2021).

Esensi manajemen strategik sektor publik terletak pada
kemampuan organisasi untuk melakukan perumusan strategi yang
visioner, implementasi yang konsisten, serta evaluasi yang sistematis
atas pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini membantu
organisasi publik dalam mengelola sumber daya yang terbatas,
menghadapi tekanan pemerintahan yang semakin dinamis, serta
memenuhi ekspektasi masyarakat yang kian berkembang.

Selain itu, manajemen strategik juga menjadi instrumen penting
dalam proses good governance, di mana transparansi, responsivitas,
dan efektivitas pelayanan publik menjadi tuntutan utama dalam tata
kelola pemerintahan modern (Star dkk., 2025). Urgensi pembahasan
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manajemen strategik sektor publik juga didorong oleh tantangan
kontemporer seperti perubahan demografis, globalisasi, digitalisasi
layanan publik, serta krisis multidimensional (misalnya pandemi,
resesi ekonomi, dan perubahan iklim) yang menuntut respons
strategik dari institusi pemerintah dan organisasi publik lainnya.

Sistem perencanaan strategik tidak lagi menjadi sekedar alat
administratif, tetapi menjadi landasan fundamental yang menentukan
kemampuan organisasi dalam mempertahankan relevansi, efektivitas,
dan legitimasi di mata publik. Konsep ini juga relevan dalam konteks
pembangunan berkelanjutan, di mana sinergi antara strategi
organisasi dan tujuan pembangunan nasional menjadi kebutuhan
yang tak terelakkan (Star dkk., 2025). Teoritis, manajemen strategik
sektor publik didasarkan pada beberapa konsep inti dalam
manajemen dan administrasi publik.

Pertama, teori strategic planning yang menekankan proses
integratif dalam merumuskan tindakan strategik guna mencapai
sasaran organisasi. Kedua, pendekatan stakeholder theory yang
menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi dan melibatkan
pemangku kepentingan dalam setiap tahap manajemen strategik
untuk memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan.
Ketiga, teori resource-based view yang membantu organisasi publik
memahami bagaimana alokasi sumber daya internal yang efektif
dapat menjadi basis pencapaian kinerja yang superior. Teori-teori ini
secara kolektif menjelaskan mengapa proses strategik perlu menjadi
pusat perhatian dalam pengelolaan organisasi publik yang kompleks
(McNabb & Lee, 2021).

Landasan akademik tersebut mempertegas bahwa pembahasan
mengenai esensi dan urgensi manajemen strategik sektor publik tidak
hanya penting secara teoritis, tetapi juga krusial secara praktis untuk
menjawab tantangan nyata dalam manajemen pemerintahan dan
pelayanan publik.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep
strategik ini, organisasi publik diharapkan mampu meningkatkan
kapasitas adaptasi, inovasi, dan performa organisasional dalam
mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat luas.
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Paradigma Baru Pemerintahan
Paradigma baru pemerintahan adalah pergeseran cara pandang dari
model lama (hierarkis dan birokratis) menuju pendekatan yang lebih
modern, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, yang mencakup
konsep seperti Good Governance (partisipasi publik,
transparansi), New Public Management (NPM) (efisiensi ala
swasta), Evidence-Based Policy (kebijakan berbasis data),
dan Agile/Dynamic Governance (responsif terhadap perubahan).
Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif,
efisien, akuntabel, dan melayani warga negara sebagai mitra, bukan
sekadar pelanggan.
1. Good Governance
Menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat, dengan pilar transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi untuk pembangunan berkelanjutan.
2. New Public Management (NPM)
Mengadopsi praktik manajemen sektor swasta (efisiensi,
efektivitas) ke sektor publik untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan.
3. Evidence-Based Policy (EBP)
Pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah, riset,
dan analisis data yang kuat, bukan asumsi semata.
4. Agile & Dynamic Governance
Membangun pemerintahan yang tangkas (agile) dan adaptif
(dynamic) terhadap perubahan cepat, terutama di era digital
(Revolusi Industri 4.0).
5. New Public Service (NPS)
Fokus melayani warga negara secara langsung, menganggap warga
sebagai mitra, dan memprioritaskan nilai-nilai publik di atas
efisiensi.

Ciri-Ciri Pemerintahan Modern (Paradigma Baru)

1. Berbasis Elektronik (e-Government): memanfaatkan teknologi
untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah (contoh: PPID,

SPBE).
Rasyid Tarmizi
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2. Partisipatif & Kolaboratif: melibatkan warga dan berbagai aktor
dalam perumusan kebijakan dan program.

3. Adaptif & Responsif: mampu menyesuaikan diri dengan kondisi
dan tantangan yang berubah, seperti krisis atau tuntutan
masyarakat.

4. Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented): tidak hanya fokus pada
proses, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat.

5. ASN BerAKHLAK: aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan
memiliki nilai dasar Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Mengapa Diperlukan: perubahan ini muncul karena model
pemerintahan lama dianggap kurang efektif dalam menghadapi
kompleksitas masalah modern, tuntutan transparansi, dan kecepatan
perubahan di era digital, sehingga diperlukan cara pandang baru
untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Birokrasi:
Reformasi *Bersih

Pemerintah

Birokrasi + Kompeten . | Kela-s
* Melayani ! 3 Dunia

Revolusi
Mental

Gambar 2.1: Reformasi Birokrasi
Sumber: Diolah Penulis.

Rasyid Tarmizi



Paradigma Baru Pemerintahan dan Tata Kelola Publik

Perkembangan paradigma dalam birokrasi pemerintahan
bergerak mengikuti dinamika teori, konsep, dan pendekatan yang
berkembang dalam ilmu administrasi negara. Evolusi pemikiran
administrasi publik tidak terjadi secara tunggal, tetapi melalui
berbagai aliran utama, seperti:

Manajemen Ilmiah (scientific management),

Pendekatan Hubungan Kemanusiaan (Human Relation),
Perspektif kelembagaan,

Pendekatan Perilaku Organisasi, serta,

Organisasi serta manajemen modern (Kast dan Resenzwight,
1981).

v W

Di sisi lain, Mustapa Didjaya (1985) melihat bahwa praktik
administrasi publik sesungguhnya beroperasi dalam empat pola
besar, yaitu paradigma struktural-fungsional, paradigma perilaku,
paradigma sistemik, dan paradigma deterministik publik. Keterkaitan
antara paradigma administrasi negara dengan birokrasi
pemerintahan sangat signifikan karena birokrasi merupakan
instrumen utama yang menjalankan fungsi administrasi negara. Oleh
sebab itu, orientasi birokrasi pemerintah terus berubah melalui
proses redefinisi, penataan ulang orientasi, revitalisasi, dan
penegasan kembali fungsinya, sejalan dengan temuan empiris dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya, setiap
perubahan paradigma administrasi negara akan mempengaruhi
orientasi birokrasi pemerintah, terutama dalam pengambilan
kebijakan dan penyediaan layanan publik.

H.G. Henderson (1976) juga menjelaskan bahwa evolusi birokrasi
mengenal beberapa paradigma awal, antara lain birokrasi klasik,
birokrasi neoklasik, dan birokrasi yang berorientasi pada hubungan
manusia. Perkembangan konsep tersebut kemudian mendorong
munculnya paradigma birokrasi yang lebih mutakhir, seperti
birokrasi pilihan publik (public choice) dan birokrasi berbasis sistem
nilai.
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Gambar 2.2: Paradigma Birokrasi Pemerintahan

Sumber: Diolah Penulis.

Menurut Sodang P. Siagian yang dikutip dalam Muhammad
(2002), birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang mampu
melaksanakan perannya secara efisien, efektif, dan produktif. Untuk
mewujudkan kondisi tersebut, birokrasi pemerintah perlu
memastikan bahwa setiap unit organisasi beroperasi berdasarkan
prinsip-prinsip manajemen yang sehat dan terstruktur.

1. Birokrasi Pemerintah
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan
birokrasi merupakan bagian esensial dari mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif teori liberal menjelaskan bahwa birokrasi memiliki
tugas utama untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang
dirumuskan oleh pemerintah yang memperoleh legitimasi melalui
proses pemilihan umum (Miftah Thoha, 2002). Legitimasi tersebut
merupakan mandat rakyat kepada pemimpin untuk mengelola
urusan publik sesuai dengan kepentingan umum.

Birokrasi pemerintah tidak hanya diisi oleh pejabat Kkarir,
tetapi juga oleh pejabat politik yang menempati jabatan tertentu
sesuai struktur pemerintahan. Dengan demikian, komposisi
birokrasi mencerminkan perpaduan antara aktor politik dan
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Pengantar Analisis Lingkungan Eksternal

Organisasi publik menghadapi struktur lingkungan yang bergerak
secara dinamis akibat perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi,
ekologis, dan regulasi (Diebel et al.,, 2024).

Organisasi publik membutuhkan analisis lingkungan eksternal
sebagai proses strategis untuk memahami tekanan, peluang, dan
risiko di sekeliling ruang geraknya. Organisasi publik mengandalkan
proses analisis eksternal untuk menyesuaikan visi pelayanan,
merumuskan kebijakan prioritas, dan mengoptimalkan Kinerja sesuai
mandat konstitusional (Kearney, 2018).

Organisasi publik beroperasi melalui prinsip governance
sehingga setiap perubahan eksternal membawa konsekuensi
manajerial terhadap pola kolaborasi dan tata kelola program (Calo et
al, 2024). Organisasi publik memanfaatkan analisis lingkungan
eksternal sebagai dasar untuk memetakan jejaring aktor, memahami
kekuatan politik-anggaran, serta mengidentifikasi perubahan
preferensi masyarakat pengguna layanan.

Organisasi publik mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke
dalam perencanaan strategis agar arah kebijakan tidak lepas dari
konteks sosial dan ekonomi yang sedang berkembang (Du et al,
2024).

Tabel 3.1: Perbedaan Lingkungan Eksternal Organisasi Publik

dan Privat
Aspek Analisis Organisasi Publik Organisasi Privat
Orientasi Pelayanan publik, Profit, pertumbuhan
Strategis kesejahteraan sosial, pasar, efisiensi
akuntabilitas
Aktor Eksternal | Pemerintah, legislatif, Konsumen, pesaing,
masyarakat, NGO, media, pemasok, investor
lembaga donor
Dinamika Sangat ketat dan sering Moderat dan lebih
Regulasi berubah stabil
Tekanan Politik | Tinggi, terkait agenda Rendah atau tidak
pembangunan dan langsung
dukungan publik
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Aspek Analisis Organisasi Publik Organisasi Privat
Tuntutan Sangat tinggi dan berbasis Bervariasi tergantung
Transparansi hukum kebijakan perusahaan

Sumber: Diolah Penulis.

Organisasi publik mengelola ruang eksternal yang jauh lebih
kompleks dibanding organisasi privat karena otoritas publik
melibatkan kepentingan multipihak dan orientasi kesejahteraan
umum. Organisasi publik menggunakan kerangka analisis lingkungan
eksternal untuk mengukur derajat ketidakpastian dan tingkat
turbulensi kebijakan yang dapat menghambat implementasi program.
Organisasi publik memerlukan pemahaman yang mendalam atas
medan eksternal agar strategi yang dihasilkan memiliki relevansi kuat
bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif (Helfat,
2022).

Pemindaian Identifikasi Isu Formulasi
Lingkungan . Strategis . Strategi Publik

\ 4

Implementasi

Umpan Balik Monitoring dan |
Kebijakan . Evaluasi . Kebijakan/
Program

Gambar 3.1: Posisi Analisis Lingkungan Eksternal Dalam Siklus
Manajemen Strategis Sektor Publik
Sumber: Diolah Penulis.

Diagram pada gambar 3.1. menempatkan analisis lingkungan
eksternal sebagai fondasi awal dalam siklus strategi sektor publik
karena setiap keputusan program membutuhkan kepekaan terhadap
dinamika eksternal.
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Konsep Dasar Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal (LE) organisasi publik mencakup seluruh faktor
di luar struktur internal yang mempengaruhi arah kebijakan, pola
pelayanan, dan kinerja kelembagaan (Thanapaet et al, 2023). LE
membentuk arena interaksi organisasi publik dengan masyarakat,
pemerintah supra-struktural, dunia usaha, media massa, serta
komunitas internasional. LE menciptakan tekanan adaptif yang harus
dijawab melalui strategi yang relevan, terukur, dan berbasis bukti
kebijakan (Pang & Xie, 2024).

LE organisasi publik menampilkan karakter kompleks karena
setiap perubahan eksternal membawa implikasi langsung terhadap
legitimasi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan (Debela, 2025).
LE mendorong organisasi publik untuk memahami dinamika
perubahan demografi, fluktuasi ekonomi makro, konstelasi politik,
dan perkembangan teknologi digital yang berpengaruh pada kualitas
pelayanan masyarakat. LE menghadirkan kondisi turbulen yang
menuntut organisasi publik untuk meningkatkan kapasitas antisipatif
melalui manajemen risiko dan inovasi governance (Tanguay et al,
2023).

Tabel 3.2: Struktur Lingkungan Eksternal Organisasi Publik

Lapisan Uraian Contoh Pengaruh
Lingkungan Terhadap Organisasi
Publik
Lingkungan Umum | Faktor = makro yang |Pergeseran politik
(General membentuk kondisi | nasional, perubahan UU,
Environment) operasional krisis ekonomi,
pandemi
Lingkungan Aktor langsung yang | Masyarakat pengguna
Operasional (Task | berinteraksi dengan |layanan, DPRD, LSM,
Environment) organisasi media, sektor swasta
Lingkungan Global Faktor internasional | Agenda SDGs, standar
yang mempengaruhi | transparansi OECD,
standar pelayanan perubahan iklim global

Sumber: Diolah Penulis.
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Pendahuluan
Analisis lingkungan internal sering menjadi langkah awal ketika
organisasi publik ingin memperbaiki arah kerja dan memastikan
bahwa strategi yang disusun dapat dijalankan secara realistis. Tanpa
memahami  kondisi  internal, baik keunggulan maupun
keterbatasannya, kebijakan cenderung sulit diterjemahkan ke dalam
pelayanan yang efektif. Nilai publik hanya dapat tercipta bila strategi
dibangun berdasarkan kapasitas yang benar-benar dimiliki
organisasi, bukan sekadar asumsi normatif (Osborne, 2021).
Perubahan pola kerja birokrasi yang dipengaruhi perkembangan
teknologi digital membuat kebutuhan untuk meninjau ulang kondisi
internal semakin mendesak. Pelayanan publik kini dituntut untuk
lebih cepat, transparan, dan berbasis data. Tantangannya tidak selalu
terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi pada kesiapan organisasi
dalam mengadopsi cara kerja baru: apakah SDM cukup kompeten
secara digital, apakah alur kerja mendukung pengambilan keputusan
berbasis informasi, dan sejauh mana sistem digital saling terhubung.
Kemampuan mengelola dan memanfaatkan data adalah faktor
kunci yang membedakan institusi yang berhasil menjalankan
transformasi digital dari yang tertinggal (Mergel, Edelmann and Haug,
2019). Di sisi lain, organisasi publik harus memastikan bahwa seluruh
proses internal dapat dipertanggungjawabkan. Temuan-temuan
auditor, baik dari BPK maupun inspektorat, kerap menunjukkan
bahwa berbagai inefisiensi sebenarnya berakar pada persoalan
internal seperti lemahnya koordinasi, ketidakpatuhan prosedur, atau
pengendalian internal yang tidak berjalan optimal. Bila kondisi ini
tidak dikenali sejak awal, risiko penyimpangan anggaran dan
rendahnya kualitas layanan akan semakin besar. Karena itu, analisis
internal berfungsi bukan hanya sebagai perangkat perencanaan,
tetapi juga sebagai mekanisme preventif mengamankan tata kelola.

Kerangka Teoritis Analisis Lingkungan Internal

1. Konsep Sumber Daya dan Kapabilitas Organisasi Publik
Dalam banyak kajian administrasi publik modern, kemampuan
sebuah organisasi untuk memberikan layanan tidak hanya
ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimilikinya, tetapi oleh

cara sumber daya itu diolah dan diarahkan.
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Pendekatan Resource-Based View (RBV) yang awalnya
berkembang dalam kajian manajemen strategis sektor privat
kemudian diadaptasi untuk konteks publik. Intinya, RBV
menekankan bahwa keunggulan organisasi ditopang oleh sumber
daya yang memiliki nilai, langka, sulit ditiru, dan didukung sistem
internal yang memadai.

Penyesuaian RBV ke sektor publik semakin relevan ketika
birokrasi dihadapkan pada tuntutan meningkatkan kualitas
layanan tanpa selalu bergantung pada tambahan anggaran.
kapasitas internal, mulai dari kepemimpinan, kompetensi pegawai,
hingga kualitas proses Kkerja, berpengaruh langsung terhadap
performa organisasi publik (Andrews and Boyne, 2019).

Di sisi lain, pengembangan kapabilitas tidak hanya bergantung
pada faktor teknis, tetapi juga budaya kerja, pola komunikasi
internal, dan kemampuan organisasi mengatasi hambatan
struktural. Kerangka nilai publik (public value) memberikan sudut
pandang yang melengkapi RBV. Penciptaan nilai publik bergantung
pada bagaimana organisasi mengubah sumber daya yang ada
menjadi manfaat nyata bagi masyarakat (Osborne, 2021).

Perspektif ini menuntut organisasi publik untuk tidak hanya
mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga memastikan
bahwa proses internal benar-benar mengarah pada nilai yang
dirasakan warga. Penilaiannya berarti mencakup tiga unsur utama:
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, atau yang kerap disebut sebagai
value for money.

Kapabilitas organisasi publik kemudian tidak hanya dipahami
sebagai kemampuan teknis menjalankan program, tetapi juga
kecakapannya menyesuaikan diri terhadap perubahan. Di era
digital,  misalnya,  kapabilitas  mencakup = kemampuan
mengintegrasikan sistem informasi, mengelola data, dan
memastikan keamanan informasi. Tanpa itu, proses layanan yang
tampak sederhana sekalipun bisa terhambat.

2. Balanced Scorecard Sektor Publik
Penggunaan Balanced Scorecard (BSC) di organisasi publik
berkembang pesat karena  kerangka ini = membantu
menghubungkan strategi dengan aktivitas operasional. BSC
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Analisis Pemangku Kepentingan

Pendahuluan

Dalam dinamika organisasi yang kompleks dan saling terhubung,
keberhasilan suatu proyek, kebijakan, atau program sangat
bergantung pada pemahaman mendalam terhadap pihak-pihak yang
memiliki kepentingan atau terdampak olehnya. Analisis pemangku
kepentingan (stakeholder analysis) muncul sebagai instrumen
strategis dan sistematis untuk mengidentifikasi, memetakan, dan
memahami beragam aktor tersebut beserta kepentingan, pengarubh,
harapan, dan hubungan di antara mereka (Freeman, 2010).

Analisis ini bukan sekadar daftar nama, melainkan proses Kkritis
yang memungkinkan manajer, pembuat kebijakan, dan peneliti untuk
merancang strategi komunikasi, manajemen risiko, dan keterlibatan
yang efektif guna membangun dukungan, meminimalkan konflik, dan
meningkatkan akuntabilitas. Konsep pemangku kepentingan, yang
pertama kali digagas secara formal oleh R. Edward Freeman dalam
kerangka teori manajemen strategis, telah berevolusi melampaui
lingkup korporat. Kini, analisis ini diterapkan secara luas dalam
berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam,
pembangunan berkelanjutan, administrasi publik, dan perencanaan
program CSR (Corporate Social Responsibility).

Dengan melakukan analisis yang komprehensif, organisasi dapat
mengantisipasi respons dari berbagai kelompok, mengalokasikan
sumber daya secara lebih efisien, dan memastikan bahwa keputusan
yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemegang
saham, tetapi juga masyarakat luas, pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, dan lingkungan (Reed et al, 2009). Oleh karena itu,
makalah ini akan membahas metodologi, teknik pemetaan, serta
implikasi praktis dari analisis pemangku kepentingan. Pembahasan
akan difokuskan pada pentingnya analisis ini sebagai fondasi untuk
tata kelola yang inklusif dan kolaboratif, serta tantangan dalam
penerapannya di konteks yang dinamis.

Konsep Dasar dan Urgensi Analisis Pemangku Kepentingan
di Sektor Publik
1. Definisi Pemangku Kepentingan
Konsep pemangku kepentingan (stakeholder) telah mengalami
perluasan makna yang signifikan, bergerak dari akarnya dalam

m Dahlia Tri Anggraini
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teori manajemen bisnis menuju kerangka kerja yang lebih luas
dalam tata kelola publik. Pemahaman pergeseran ini penting untuk
mengaplikasikan analisis pemangku kepentingan secara efektif di
sektor publik.

a. Perspektif Bisnis (Klasik dan Strategis)

Dalam konteks bisnis, definisi stakeholder individu atau

kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

pencapaian tujuan organisasi (R. Edward Freeman, 2010).

Awalnya, fokusnya adalah pada kelompok yang vital bagi
kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan (primary
stakeholders) seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan,
dan pemasok. Konsep ini kemudian berkembang mencakup
kelompok yang lebih luas (secondary stakeholders) seperti
masyarakat, media, dan pemerintah, terutama dengan
munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR).

Meski demikian, tujuan akhir analisis di sektor swasta
sering kali masih berorientasi pada kinerja finansial,
keunggulan kompetitif, dan legitimasi sosial perusahaan.

b. Perspektif Tata Kelola Sektor Publik

Dalam konteks tata kelola publik, definisi pemangku

kepentingan meluas dan mengalami pergeseran mendasar:

1) Cakupan yang Lebih Luas dan Kompleks: pemangku
kepentingan tidak hanya mereka yang mempengaruhi
organisasi, tetapi semua pihak yang kepentingannya
terdampak (baik langsung maupun tidak langsung) oleh
suatu kebijakan, program, atau tindakan pemerintah.

Ini termasuk individu, kelompok masyarakat, lembaga
negara lain, sektor swasta, organisasi non-pemerintah
(LSM), kelompok rentan, hingga generasi mendatang dan
lingkungan hidup.

2) Perubahan Tujuan Analisis: tujuan utama bukan Ilagi
keuntungan kompetitif, tetapi akuntabilitas publik,
legitimasi kebijakan, keadilan distributif, dan pencapaian
outcome sosial yang lebih luas (seperti kesejahteraan,
keberlanjutan, dan keadilan). Analisis menjadi alat untuk
memahami dampak sosial dari program maupun kebijakan
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Konsep dan Landasan Teoritis Analisis SWOT Dalam
Manajemen Strategis Sektor Publik

Analisis SWOT merupakan alat analisis strategis yang digunakan
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. SWOT
merupakan akronim dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses
(Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman).

Pendekatan ini bertujuan untuk membantu organisasi memahami
posisi strategisnya serta merumuskan strategi yang selaras dengan
kapasitas internal dan dinamika lingkungan eksternal. Dalam
manajemen strategis, SWOT dipandang sebagai instrumen dasar yang
menjembatani proses analisis lingkungan dengan formulasi strategi
yang bersifat implementatif (David & David, 2017).

Secara  historis, analisis SWOT berkembang dari tradisi
perencanaan strategis di sektor privat pada dekade 1960-an dan
1970-an, khususnya dalam kajian kebijakan bisnis dan manajemen
korporasi. Konsep ini kemudian diadopsi secara luas karena
kesederhanaan dan fleksibilitasnya dalam berbagai konteks
organisasi.

Seiring dengan berkembangnya pendekatan strategic
management, SWOT tidak hanya digunakan untuk analisis kompetitif,
tetapi juga sebagai alat reflektif dalam proses pengambilan keputusan
strategis (Mintzberg et al, 1998). Adaptasi SWOT ke sektor publik
terjadi ketika organisasi pemerintah mulai mengadopsi prinsip-
prinsip manajemen strategis untuk meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas.

Dalam konteks sektor publik, analisis SWOT mengalami
perluasan makna dan tujuan. Tidak seperti sektor privat yang
berorientasi pada keuntungan dan keunggulan kompetitif, organisasi
publik bertujuan untuk menciptakan nilai publik, meningkatkan
kualitas pelayanan, serta memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penerapan SWOT di sektor publik harus
mempertimbangkan dimensi politik, hukum, dan sosial yang melekat
pada organisasi pemerintahan. Bryson (2017) menegaskan bahwa
SWOT dalam sektor publik berfungsi sebagai alat untuk memahami
mandat organisasi, harapan pemangku kepentingan, serta tantangan
kebijakan yang dihadapi.
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Landasan teoritis penggunaan SWOT dalam sektor publik juga
berkaitan erat dengan perkembangan paradigma administrasi publik,
mulai dari New Public Management hingga Public Governance.Pada era
governance, organisasi publik tidak lagi beroperasi secara hierarkis
dan tertutup, melainkan berada dalam jejaring aktor yang saling
bergantung, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, analisis SWOT membantu organisasi publik
mengidentifikasi peluang kolaborasi serta ancaman yang muncul dari
kompleksitas lingkungan kebijakan (Osborne, 2010). Dengan
demikian, SWOT menjadi alat analisis yang relevan untuk merespons
perubahan lingkungan strategis yang dinamis.

Relevansi analisis SWOT dalam manajemen strategis sektor
publik terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan
kompleksitas tanpa mengabaikan substansi strategis. Meskipun
bersifat deskriptif, SWOT memberikan kerangka awal yang sistematis
untuk merumuskan arah strategis organisasi publik.

Namun demikian, para ahli menekankan bahwa SWOT sebaiknya
tidak digunakan secara tunggal, melainkan dikombinasikan dengan
pendekatan analitis lainnya agar menghasilkan strategi yang lebih
komprehensif dan kontekstual (Ferlie et al, 2005). Dengan landasan
teoritis tersebut, analisis SWOT tetap menjadi instrumen penting
dalam perencanaan dan pengelolaan strategi sektor publik di era
governance.

Identifikasi Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan
Organisasi Publik

Identifikasi faktor internal merupakan tahap krusial dalam analisis
SWOT karena mencerminkan kemampuan nyata organisasi publik
dalam menjalankan mandat dan fungsinya.

Faktor internal mencakup berbagai aspek yang berada dalam
kendali organisasi, seperti sumber daya, struktur kelembagaan, sistem
tata kelola, dan kinerja birokrasi. Dalam manajemen strategis sektor
publik, analisis internal tidak hanya bertujuan untuk menilai efisiensi
organisasi, tetapi juga untuk memahami sejauh mana organisasi
mampu menciptakan nilai publik dan memenuhi harapan pemangku

kepentingan (Bryson, 2017).
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Strategi Tingkat Korporat (Corporate-Level Strategy) Pada Lembaga Publik

Pendahuluan

Dalam konteks sektor publik modern, strategi tingkat korporat
menjadi kerangka utama yang mengarahkan orientasi keseluruhan
organisasi, memastikan bahwa seluruh entitas, unit, dan program
berjalan selaras dengan mandat publik, visi pemerintahan, dan
tuntutan tata kelola yang baik (governance).

Berbeda dengan organisasi bisnis yang umumnya mengejar
keunggulan kompetitif untuk memperoleh profit, lembaga publik
mengembangkan strategi korporat untuk mencapai kinerja publik
(public performance), nilai publik (public value), serta pencapaian
outcome sosial yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, strategi korporat pada sektor publik
mencerminkan kombinasi antara arah strategis jangka panjang,
penataan portofolio program, dan pengelolaan sumber daya lintas
unit untuk menjamin pelayanan publik yang efektif, efisien, dan
akuntabel.

Dalam era governance, lembaga publik beroperasi dalam
lingkungan yang semakin kompleks ditandai oleh partisipasi multi
pemangku kepentingan, kolaborasi lintas sektor, tekanan
transparansi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut
strategi korporat yang tidak hanya menjawab dinamika internal,
tetapi juga adaptif terhadap konstelasi eksternal yang berubah cepat,
seperti perkembangan teknologi digital, tuntutan desentralisasi,
integrasi kebijakan nasional, dan tekanan globalisasi.

Strategi tingkat korporat dalam organisasi publik berfungsi
sebagai kompas strategis yang menentukan apa yang harus dilakukan
lembaga, bagaimana lembaga harus menata portofolio layanan dan
programnya, serta bagaimana sumber daya dialokasikan pada tingkat
organisasi secara menyeluruh. Tanpa strategi korporat yang jelas,
lembaga publik berisiko mengalami fragmentasi kebijakan, tumpang
tindih program, defisiensi koordinasi, serta rendahnya kualitas
pelayanan publik.

Konsep Strategi Tingkat Korporat Dalam Sektor Publik
Strategi tingkat korporat dalam sektor publik merupakan kerangka
strategis tertinggi yang mengarahkan keseluruhan organisasi dalam
mencapai tujuan publik jangka panjang.
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Pada tingkat ini, keputusan strategis tidak hanya menyangkut
bagaimana lembaga publik beroperasi, tetapi juga menentukan
identitas organisasi: siapa mereka, apa mandat dan peran utamanya,
dan bagaimana lembaga tersebut memberikan kontribusi bagi
masyarakat dan negara.

Oleh sebab itu, strategi tingkat korporat menjadi fondasi
konseptual yang mempengaruhi seluruh dimensi organisasi, mulai
dari struktur, fungsi, layanan, hingga kebijakan operasional (Lan,
2009). Secara teoritis, strategi tingkat korporat merujuk pada
keputusan yang menyangkut scope (cakupan) dan direction (arah)
organisasi.

Scope mencakup ruang lingkup tugas, fungsi, dan portofolio
program yang menjadi tanggung jawab lembaga. Direction mencakup
visi, misi, nilai utama, dan sasaran strategis yang dirumuskan untuk
jangka panjang. Kedua aspek ini kemudian memandu bagaimana
organisasi merespons peluang dan tantangan lingkungan serta
bagaimana sumber daya disalurkan untuk mencapai tujuan publik
(Andrews, 2014; Sari, 2022). Di sektor privat, strategi korporat sering
dikaitkan dengan diversifikasi, integrasi, dan pengelolaan portofolio
bisnis. Namun dalam sektor publik, konsep tersebut harus disesuaikan
dengan karakter unik organisasi pemerintahan, yaitu: tidak
berorientasi profit, beroperasi dengan mandat legal, dan memiliki
tanggung jawab untuk menciptakan nilai publik.

Oleh karena itu, strategi korporat pada sektor publik memiliki
orientasi yang lebih luas dan kompleks, mencakup aspek pelayanan
publik, legitimasi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola.

1. Strategi Korporat Sebagai Pengarah Mandat Publik

Fondasi utama strategi tingkat korporat dalam sektor publik
adalah mandat. Mandat organisasi publik berasal dari undang-
undang, peraturan pemerintah, atau instruksi presiden, yang
menetapkan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Strategi
korporat kemudian bekerja untuk menafsirkan, memprioritaskan,
dan mengoperasionalkan mandat tersebut agar menjadi program
dan layanan yang jelas serta berdampak bagi masyarakat.

Dalam prosesnya, strategi korporat mengubah mandat yang
bersifat abstrak menjadi arah strategis yang terukur dan dapat
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Strategi Tingkat Fungsional

Pendahuluan

Setiap perusahaan bercita-cita untuk memenuhi tujuan yang
tercantum dalam strategi bisnisnya. Perusahaan yang berhasil
mengembangkan dan melaksanakan strategi penciptaan nilai harus
memiliki keunggulan kompetitif untuk mencapai hal tersebut.

Jika para pesaing tidak meniru pendekatan perusahaan, hal ini
dapat dicapai. Pengembangan keunggulan kompetitif yang efektif,
efisien, dan terarah memerlukan penggunaan teknik manajemen yang
sesuai dan tahan lama. Pengambilan keputusan bisnis dapat dipandu
oleh gagasan "kurva pembelajaran” melalui penggunaan alat dan
prosedur dalam pemikiran strategis formal (Prasetio Aji, 2015).

Strategi tingkat fungsional, yang mencakup pengembangan
strategi pemasaran, keuangan, produksi, logistik, manajemen rantai
pasokan, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia
adalah salah satu taktik yang digunakan oleh bisnis dalam manajemen
strategis. Faktor global memiliki dampak langsung pada pilihan
strategis. Sangat penting bagi industri ini untuk memahami dan
melihat dunia dari perspektif orang lain.

Akibatnya, pengambilan keputusan membutuhkan pemahaman
tentang pengetahuan lokal, yang menuntut manajemen strategis.
Manajer harus menjalankan kendali global atas pesaing, pasar, harga,
pemasok, distributor, pemerintah, kreditor, pemegang saham, dan
pelanggan untuk mempertahankan kepemimpinan strategis. Barang
dan jasa industri harus kompetitif baik secara lokal maupun global
dalam hal harga dan kualitas. Salah satu komponen strategi
pemasaran adalah strategi fungsional, yang mengubah strategi
perusahaan dan bisnis menjadi pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mempertimbangkan produk yang mereka tawarkan,
kebijakan penetapan harga, posisi pasar, dan strategi promosi yang
mereka gunakan, industri dapat memenuhi tujuan retensi pelanggan
mereka. Selain itu, dalam menilai loyalitas konsumen, reputasi merek
dan kepercayaan juga dipertimbangkan. Tingkat fungsional diwakili
oleh divisi, departemen, atau unit dalam suatu organisasi yang bekerja
di bidang tertentu.

Pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, teknik, operasional,
teknologi informasi, logistik, layanan umum, penelitian dan
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pengembangan, dan sebagainya adalah contoh divisi fungsional dalam
suatu perusahaan. Entitas fungsional ini bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa inisiatif tingkat korporasi dan tingkat bisnis untuk
pengembangan dan koordinasi sumber daya dilaksanakan dengan
sukses dan efisien (Lehner, 2004). Mital et al, (2018) Menjelaskan
bahwa tujuan pembuatan strategi tingkat fungsional adalah untuk
membantu strategi tingkat korporat dan tingkat bisnis.

Strategi tingkat fungsional pada dasarnya adalah serangkaian
pilihan yang dibuat oleh berbagai area fungsional organisasi yang
biasanya mendukung pilihan strategis tingkat bisnis. Ukuran
organisasi sangat mempengaruhi domain fungsional dari metode-
metode ini. Hill & Jones (2016) Strategi fungsional adalah rencana
tindakan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan inti
dengan memperkuat sumber daya organisasi dan fungsional serta
kemampuan koordinasi suatu organisasi.

Strategi fungsional dikembangkan dari strategi korporat dan
bisnis, dan dieksekusi baik secara fungsional maupun operasional di
dalam perusahaan. Aktivitas yang terlibat membentuk strategi tingkat
operasional, dan strategi ini berkaitan dengan pengoperasian fungsi
tertentu. Keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat pada tingkat
operasional. Tujuan utama strategi fungsional adalah untuk
mengoptimalkan profitabilitas dengan mengalokasikan sumber daya
yang tersedia secara tepat guna mencapai tujuan tingkat korporat dan
bisnis di domain fungsional tertentu. Tujuan inti dari strategi tingkat
fungsional dapat dicapai ketika semua departemen fungsional
organisasi-pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional,
hukum, rantai pasokan, dan teknologi informasi bekerja sama untuk
mengatasi tujuan tingkat bisnis dan pada akhirnya mencapai tujuan
tingkat korporat.

Dengan mengimplementasikan rencana jangka pendek dan
menengah, setiap departemen fungsional memenuhi tugas
fungsionalnya masing-masing dan berkontribusi pada pencapaian
tujuan keseluruhan organisasi. Dalam strategi pemasaran, misalnya,
prosesnya dapat berfokus pada pemilihan pasar sasaran dan
pembuatan strategi pemasaran yang memenuhi tuntutan keseluruhan
pelanggan sasaran.
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Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan inti dari keberadaan sektor publik
(Katharina, 2021; Saggaf et al, 2018). Eksistensi pemerintah pada
hakikatnya diukur dari sejauh mana pelayanan publik mampu
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Bazarah et al,, 2021;
Hardiyansyah, 2018).

Dalam sudut pandang dinamika sosial, ekonomi, politik, dan
teknologi yang terus berubah, pelayanan publik dituntut untuk tidak
lagi berjalan secara monoton, birokratis, lambat, serta berorientasi
pada prosedur semata, melainkan harus bergerak menuju pelayanan
yang adaptif, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat (Pakudu, 2024; Trisantosa et al, 2022). Di sinilah inovasi
memegang peranan strategis sebagai instrumen utama dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inovasi dalam pelayanan publik tidak sekadar dimaknai sebagai
penggunaan teknologi digital, tetapi juga mencakup pembaruan dalam
cara berpikir (mindset), pola kerja, desain layanan, regulasi, hingga
hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Utaminingsih, A,
Haboddin, M., Damayanti, R., & Bachtiar, R. (2022). Inovasi menjadi
jawaban atas berbagai persoalan klasik pelayanan publik seperti
rendahnya kualitas layanan, praktik maladministrasi, tumpang tindih
kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya
kepercayaan publik terhadap pemerintah (Demir, 2022; Thusi et al,
2023).

Dalam kerangka manajemen strategis sektor publik, inovasi
bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dari
strategi organisasi publik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan
pembangunan (Firdaus et al, 2024; Stephan et al, 2019;
Suchitwarasan et al., 2024).

Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik harus dirancang secara
sistematis, berbasis kebutuhan warga, didukung kepemimpinan yang
visioner, serta diperkuat oleh budaya organisasi yang terbuka
terhadap perubahan.
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Konsep dan Makna Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Secara umum, inovasi diartikan sebagai proses menghasilkan ide,
metode, atau cara baru yang memberikan nilai tambah (Baranskaité &
Labanauskaité, 2020; Granstrand & Holgersson, 2020).

Dalam sudut pandang terkait pelayanan publik, inovasi berarti
upaya pembaruan dalam penyelenggaraan layanan publik untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, dan kepuasan
masyarakat (Putri & Mutiarin, 2018). Inovasi pelayanan publik tidak
selalu identik dengan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi dapat
berupa modifikasi, pengembangan, atau penyempurnaan dari sistem
yang sudah ada (Muharam, 2019; Rohayatin, 2024; Tui et al, 2022).

Sementara definisi lain dari inovasi yang dijelaskan oleh Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah
segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Inovasi pelayanan publik tidak semata-mata berfokus pada
pemanfaatan teknologi modern, melainkan juga mencakup
pembaharuan dalam aspek kebijakan, mekanisme kerja, serta budaya
organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terkait (Ramadhani et al,
2024; Utami, 2023).

Pendekatan inovasi yang menyentuh kebijakan, proses, dan
kultur organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik
tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh
kesiapan sumber daya manusia dan komitmen kelembagaan. Tanpa
perubahan budaya kerja, inovasi teknologi berpotensi menjadi
simbolik dan tidak berkelanjutan (Rahim & Frinaldi, 2024). Inovasi
pelayanan publik memiliki beberapa dimensi penting. Pertama,
inovasi produk layanan, yaitu pembaruan pada jenis atau bentuk
layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kedua, inovasi proses pelayanan, yaitu perubahan pada alur,
mekanisme, dan prosedur pelayanan agar menjadi lebih sederhana,
cepat, dan transparan. Ketiga, inovasi organisasi, yakni pembaruan
dalam struktur, tata kelola, dan pola kerja organisasi. Keempat, inovasi
kebijakan, yaitu perubahan regulasi yang memungkinkan pelayanan
publik menjadi lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat
(Hamdillah, 2023; Zakiyah & Fadiyah, 2020).

Makna inovasi dalam pelayanan publik juga berkaitan dengan
pergeseran paradigma dari government menuju governance
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(Setiawan & Arti, 2024; Widnyani, 2017). Pemerintah tidak lagi
menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik, melainkan
berbagi peran dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas
(Sentanu & Yustiari, 2024).

Dengan paradigma ini, inovasi muncul tidak hanya dari dalam
birokrasi, tetapi juga dari luar, melalui kolaborasi dan partisipasi
publik. Partisipasi publik memperkaya ide, meningkatkan relevansi
kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan
masyarakat terhadap proses pembangunan. (Hamdillah, 2023;
Nurharyoko, 2020).

Urgensi Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Urgensi inovasi dalam pelayanan publik semakin menguat seiring
dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan
(Herlina et al,, 2023; Maryam, 2016). Masyarakat modern semakin
kritis, melek teknologi, serta memiliki ekspektasi tinggi terhadap
kecepatan, keterbukaan, dan keadilan dalam pelayanan (Nababan et
al, 2023). Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan
anggaran, sumber daya manusia, serta kompleksitas permasalahan
sosial.

Gambar 9.1: Sosialisasi Inovasi E-Retribusi Oleh
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dishub Sultra (2025).

Maudhy Satyadharma

149



Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Daftar Pustaka

Akhyar, A. (2023). Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan
Mengenai Kepuasan Masyarakat. Jurnal Penkomi: Kajian
Pendidikan Dan Ekonomi, 6(2), 103-113.
https://doi.org/10.33627 /pk.62.1246.

Aladwan, S. A, & Alshami, S. 1. (2021). The Impact of Service Excellence
and Service Innovation on Organisational Reputation: Quantitative
Evidence From Jordanian Public Sector. The TQM Journal, 33(6),
1544-1560. https://doi.org/10.1108/TQM-05-2020-0117.

AlDhaheri, F., Ameen, A., & Isaac, 0. (2020). The Influence of Strategy
Formulation (Vision, Mission, And Goals) on The Organizational
Operations. Journal of Critical Reviews, 7(17), 1932-1941.
https://doi.org/10.31838/jcr.07.17.240.

Alim, M. S., & Ibrahim, R. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan
Publik Di Era Digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara.
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(2), 3793-3802.
https://doi.org/10.31004 /innovative.v4i2.9803.

AlShehail, 0. A, Khan, M., & Ajmal, M. (2022). Total Quality
Management And Sustainability In The Public Service Sector: The
Mediating Effect of Service Innovation. Benchmarking: An
International Journal, 29(2), 382-410.
https://doi.org/10.1108/BI]-08-2020-0449.

Baranskaité, E., & Labanauskaité, D. (2020). The Concept of Innovation
In The Approach To Novelty, Value Creating, Interaction Processes

and Social Progress. Regional Formation & Development Studies,
31(2). https://doi.org/10.15181/rfds.v31i2.2097.

Barruy, S. A. G. (2019). Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melalui Citizen’s Charter. Meraja Journal, 2(2), 119-134.
https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.53.

Bazarah, ., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik
di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Indonesia). DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya,
22(2), 105-122. https://ejurnal.untag-
smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/5860.

Cortes, A. F, & Herrmann, P. (2021). Strategic Leadership of
Innovation: A Framework for Future Research. International
Journal  of  Management  Reviews,  23(2), 224-243.
https://doi.org/10.1111/ijmr.12246.

Maudhy Satyadharma

159



Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Demir, F. (2022). Innovation In The Public Sector. In Smarter States,
Services and Citizens. Cham: Springer.

Di Giulio, M., & Vecchi, G. (2023). Implementing Digitalization in the
Public Sector: Technologies, Agency, and Governance. Public Policy
and Administration, 38(2), 133-158.
https://doi.org/10.1177/09520767211023283.

Dwiyanto, A. (2021). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM
Press.

Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi Sebagai Pilar Reformasi
Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam
Organisasi Sektor Publik. Future Academia: The Journal of
Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(4), 630-
639. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.271.

Firdaus, F., Nur, M., Haeril, H., & Hidayatullah, A. (2024). Transformasi
Organisasi: Membangun Budaya Inovasi untuk Kesuksesan
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bima. Jurnal Syntax Imperatif:
Jurnal Ilmu  Sosial Dan  Pendidikan, 4(6), 844-853.
https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.325.

Geasela, Y. M., Isputrawan, M. F., & Lee, F. S. (2024). Sistem
Pendaftaran Terintegrasi Satu Sehat Untuk Akses Layanan
Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2045. JIKA (Jurnal Informatika),
8(4), 466-476.
https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/article/view/12574.

Gonzélez-Blanco, ]., Coca-Pérez, J. L., & Guisado-Gonzalez, M. (2019).
Relations Between Technological And Non-Technological
Innovations In The Service Sector. The Service Industries Journal,
39(2), 134-153.
https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1474876.

Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation Ecosystems: A
Conceptual Review And a New Definition. Technovation, 90,
102098. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.102098.

Gustiawan, D. (2024). Manajemen Strategis. PT Indonesia Delapan
Kreasi Nusa.

Hamas, H. S. P, & Fanida, E. H. (2024). Manajemen Strategi Dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Wargaku oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Publika, 421-
434. https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p421-434.

Hamdillah, H. (2023). Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi

Maudhy Satyadharma




Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Birokrasi: Pendekatan Administrasi Publik Dalam Meningkatkan
Good Governance. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 6(2), 91-102.
https://doi.org/10.32699 /resolusi.v6i2.5672.

Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi,
Indikator dan Implementasinya. Gava Media.

Harry, M. M. (2024). Ruang Katalis Perubahan Navigasi Inovasi
Generasi Muda ASN. Bening Media Publishing.

Hasanah, A. U., Andaryani, S., Sari, F. H., Dwikurniawati, I. U., & Lestari,
D. P. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital:
Tantangan dan Peluang di Pemerintah Daerah. INNOVATIVE:
Journal of Social Science Research, 4(5), 5228-5235.
https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15469.

Herlina, A., Hamka, H., & Katuuk, H. (2023). Pentingnya Inovasi dalam
Pelayanan Administrasi Publik di Tengah Era Disrupsi. Innovative:
Journal of Social Science Research, 3(6), 4791-4800. https://j-
innovative.org/index.php/Innovative/article /view/6890.

Jambak, A. M,, Lase, D., Telaumbanua, E., & Hulu, P. (2023). Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resistensi Pegawai Terhadap
Perubahan Organisasi di Kantor Pengadilan Agama Gunungsitoli.
Tuhenori:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin,  1(1), 22-37.
https://doi.org/10.61579/future.v2i4.271.

Julianti, D. (2024). Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik
Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Dengan Aplikasi Berbasis
Teknologi Informasi. Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan
Administrasi Publik, 2(2), 324-363.
https://doi.org/10.71128 /kybernology.v2i2.131.

Katharina, R. (2021). Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital
Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kusuma, F. K. (2024). Manajemen Talenta ASN Sebagai Strategi
Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik.
Media Bina IImiah, 18(8), 2227-2236.
https://binapatria.id/index.php/MBI/article /view/1245.

Lakoro, A. (2024). Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan di
Gorontalo.  Jurnal IImu Multidisiplin, 2(1), 1-14.
http://humaniora.ojs.co.id /index.php/jth/article /view /467.

Lopes, A. V, & Farias, J. S. (2022). How Can Governance Support
Collaborative Innovation In The Public Sector? A Systematic

Maudhy Satyadharma

161



Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Review of the Literature. International Review of Administrative
Sciences, 88(1), 114-130.
https://doi.org/10.1177/0020852319893444.

Mahdar, Satyadharma, M., Susanti, N.,, & Karamani, D. D. (2024).
Komunikasi Petugas Dalam Peningkatan Layanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Tenggara). JMDR Jurnal Digital Media & Relationship, 6(1), 1-8.
https://doi.org/10.51977 /jdigital.v6i1.1564.

Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui
Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1), 1-18.
https://doi.org/10.56444 /jma.v7il1.67.

Maulani, S., & Setiawan, T. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Melalui
Aplikasi Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik (SIPEKA) Di
DPMPTSP Provinsi Banten. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi,
15(1), 10-24.10.23969/kebijakan.v15i1.6177.

McLean, R, Gargani, ]J., & Chambers, R. (2019). Scaling Impact:
Innovation for The Public Good. Routledge.

Megawati, M., Ahmad, B., & Rusdi, M. (2024). Tipologi Inovasi dalam
Layanan Publik: Implementasi dan Tantangan Mall Pelayanan
Publik di Kabupaten Sinjai. PAMARENDA: Public Administration and
Government Journal, 4(2), 332-346.
https://doi.org/10.52423 /pamarenda.v4i2.50.

Millard, J. (2017). Technology Innovations in Public Service Delivery
for Sustainable Development. In Government 3.0-Next Generation
Government Technology Infrastructure and Services: Roadmaps,
Enabling Technologies & Challenges (pp. 241-282). Cham: Springer
International Publishing.

Miradji, M. A., Vercelly, W. A. S, Faiz, R. M., Aisyah, M. K., & Yuherda, A.
(2024). Inovasi Dalam Manajemen Strategi: Membangun
Keunggulan Kompetitif Di Era Digital. Jurnal Manajemen Dan Bisnis,
2(1), 28-38. https://doi.org/10.36456/jms.v2i1.8913.

Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi
Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. Decision: Jurnal
Administrasi Publik, 1(01), 39-47.
https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401.

Nababan, B. 0., Sari, Y. D, & Subagyo, W. H. (2023). Manajemen
Pelayanan Publik dan Bisnis. Selat Media.

Naher, N,, Hoque, R, Hassan, M. S, Balabanova, D., Adams, A. M., &

Maudhy Satyadharma




Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Ahmed, S. M. (2020). The Influence Of Corruption And Governance
In The Delivery of Frontline Health Care Services In The Public
Sector: A Scoping Review of Current And Future Prospects In Low
And Middle-Income Countries Of South And South-East Asia. BMC
Public Health, 20(1), 880. https://doi.org/10.1186/s12889-020-
08975-0.

Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. Jurnal
Kebijakan Pembangunan, 17(1), 107-120.
https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274.

Nugroho, R. (2024). Budaya Organisasi Yang Mendorong Inovasi
Kerja. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 5(2), 882-
893. https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3200.

Nuraeni, Salmia, Safitri, A.,, & Suandi. (2024). Inovasi Pembelajaran
Digital Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan di Abad 21.
Jurnal Saraweta, 2(2), 120-131.
https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/saraweta/article/vi
ew/101.

Nurdin, W. N, & Rahmat, R. (2022). Obstacles of Public Service
Innovation In The Licensing Services Sector. KnE Social Sciences,
7(9), 381-396. https://doi.org/Inovasi Pendidikan Digital Dalam
Meningkatkan Outcome Pembelajaran pada Era Industri 4.0.

Nurharyoko, G. 0. (2020). Inovasi Birokrasi. Kepustakaan Populer
Gramedia.

Ojiako, U., AlRaeesi, E. ]. H., Chipulu, M., Marshall, A., & Bashir, H.
(2024). Innovation Readiness in Public Sector Service Delivery: An
Exploration. Production Planning & Control, 35(5), 437-460.
https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2089266.

Pakudu, R. (2024). Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik
yang Efektif. Mega Press Nusantara.

Pauji, R. R,, Khairani, A. S., Fadzlulloh, M., & Ananta, A. (2024). Inovasi
dan Tantangan dalam Pengembangan Posyandu Selama Program
KKN di Desa Sukamaju. Proceedings UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 5(1), 1-16.
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/
view/5849.

Pratistiningsih, D., Muhlisin, A., Harsono, H., & Sutama, S. (2024).
Inovasi Pendidikan Digital Dalam Meningkatkan Outcome
Pembelajaran pada Era Industri 4.0. Kabillah: Journal of Social

Maudhy Satyadharma

163



Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Community, 9(2), 144-155.
https://ejournal.iainata.ac.id /index.php/kabilah/article /view /45
1.

Pratiwi, S., Faradila, N., & Iashania, Y. (2022). Pelatihan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik. Nusantara Innovation Journal, 1(1), 28-
37. https://nij.kaltimprov.go.id/index.php/nij/article /view/14.

Putri, L. D. M,, & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan
Publik; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia.

Jurnal IImu Pemerintahan, 3(9), 527-643.
https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/291
32/C. 54.pdf.

Rahim, R. K,, & Frinaldi, A. (2024). Transformasi Budaya Di Sektor
Publik Indonesia: Menuju Inovasi Dan Efisiensi. Jurnal Manajemen,
Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA), 1(2), 93-103.
https://doi.org/10.69820/jumea.v1i2.89.

Ramadhani, R, Abdillah, M., Santoso, [, Destrio, Y., Hadi, D., & Maulana,
A. (2024). Inovasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas
Administrasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Inovasi Pemerintah
Daerah  Kabupaten Jember. Interelasi, 1(2), 62-79.
https://doi.org/10.24716/281ave34.

Ramadhany, R., Rustiyana, R., Rianty, E., Baskoro, S. E., Hardini, I. R,, &
Anitasari, M. (2025). Transformasi Digital Sektor Publik. Star Digital
Publishing.

Rohayatin, T. (2024). Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan. Deepublish.

Rohmah, U.S.1.S. A. (2016). Inovasi Pelayanan dalam Penanggulangan
Kemiskinan Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) di Kabupaten Sragen.
Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan
Otonomi Daerah), 2(1). https://doi.org/10.52447 /gov.v2i1.525.

Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan
Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.

Salam, R. (2021). Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik di Era New
Normal Pandemi Covid-19. jJournal of Public Administration And
Government, 3(1), 28-36. https://doi.org/10.22487 /jpag.v3i1.138.

Sari, N. M., & Retnaningsih, E. (2020). Strategi Pengembangan Science
Techno Park Melalui Ekosistem Inovasi dalam Rangka Peningkatan

Maudhy Satyadharma




Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Publikasi Penelitian
Terapan Dan Kebijakan, 3(1), 1-20.
https://doi.org/doi.org/10.46774 /pptk.v12i1.114.

Satika, R. (2024). Implementation of Public Service Reform In
Enhancing The Welfare of Bima District Community: Challenges
And Opportunities. Komunitas, 15(1), 91-106.
https://doi.org/10.20414 /komunitas.v15i1.9989.

Satyadharma, M., Mokui, H. T., Putra, A. A., Jaya, L. M. G., Kadir, A, &
Arsyad, L. O. M. N. (2024). Peran Teknologi Informasi dan
Mekanisme Collaborative Governance Mendukung
Penyelenggaraan Transportasi Berkelanjutan Di Provinsi Sulawesi
Tenggara. Media Konstruksi: Jurnal lImiah Teknik Sipil, 9(3), 211-
218. https://doi.org/10.33772/medkons.v9i3.59.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan
Aplikasi. Deepublish.

Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadji, A. P.
(2024). Modal Sosial dan Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta:
Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Sentanu, I. G. E. P. S, & Yustiari, S. H. (2024). Mengelola Kolaborasi
Stakeholder Dalam Pelayanan Publik. PT Indonesia Delapan Kreasi
Nusa.

Setiawan, I, & Arti, N. D. B. (2024). Hubungan Inovasi Pemerintahan
Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal [Imiah
Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(2), 234-248.
https://doi.org/dhi Arti DOLI:
https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4824.

Shoimuna, M. D. (2024). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Public  Service And Governance Journal, 5(1), 239-257.
https://doi.org/10.56444 /psgj.v5i1.1352.

Siwitomo, D. P. A,, Fitriyani, N. N., & Fadhilah, N. N. (2023). Kolaborasi
Pendidikan: Strategi Inovasi Mengatasi Permasalahan Pendidikan
di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Kemahasiswaan, 1(1), 64-
68.
https://doi.org/10.56983/prosidingkemahasiswaan.v1i1.1456.

Sjachrawy, L. O. M. I,, Thasman, T., Satyadharma, M., Susanti, N., &
Hado, H. (2025). Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan
Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas
Pemerintahan. Parabela: Jurnal IlImu Pemerintahan & Politik Lokal,

Maudhy Satyadharma

165



Inovasi Dalam Pelayanan Publik

5(1), 37-52. https://doi.org/10.51454 /27ysp660.

Stephan, U., Andries, P.,, & Daou, A. (2019). Goal Multiplicity and
Innovation: How Social and Economic Goals Affect Open Innovation
and Innovation Performance. Journal of Product Innovation
Management, 36(6), 721-743.
https://doi.org/10.1111/jpim.12511.

Suaedi, F. (2019). Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era
Perubahan. Airlangga University Press.

Suchitwarasan, C., Cinar, E., Simms, C., & Demircioglu, M. A. (2024).
Innovation for Sustainable Development Goals: A Comparative
Study of the Obstacles and Tactics in Public Organizations. The
Journal  of  Technology  Transfer, 49(6), 2234-2259.
https://doi.org/Empirical Evidence Governance Innovation in
Public Service.

Sudrajat, A, & Andhika, L. (2021). Empirical Evidence Governance
Innovation in Public Service. Jurnal Bina Praja, 13(3), 407-417.
https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.407-417.

Sumantri, 1. (2022). Reorientasi Reformasi Birokrasi dan Good
Governance dalam Penyelenggaraan Sektor Publik di Indonesia.
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan
Politik, 5(2), 63-72. https://doi.org/10.54783 /japp.v5i2.679.

Suprayitno, N. F,, & Abbas, S. A. (2024). Bureaucratic Transformation
in Indonesia: An In-Depth Analysis From the Perspective of Public
Administration. Mandat: Journal of Politics, Government, and Public

Administration, 1(1), 34-51.
https://jurnal.budhimulia.com/index.php/mandat/article /view/
10/17.

Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT)
Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal IImu Pemerintahan:
Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 141-161.
https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161.

Suryani, E., Hasanah, N. N,, Fauzi, F. M., Suhaedi, E., & Cadith, J. (2024).
Budaya Inovasi: Upaya Membangun Organisasi Publik yang Agile.
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 11(1), 81-
92. https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6057.

Suseno, T. A. P, Moh, A. L., Prayoga, R. A. S., & Bagaskara, D. B. (2023).
Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan

Maudhy Satyadharma




Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Digital. Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi
Teknologi), 7(1), 9-17.
https://doi.org/10.29407 /inotek.v7i1.3399.

Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S,,
Arsyad, L. 0. M. N,, Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan
Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para
Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. Jurnal Surya Abdimas,
8(2), 275-283.
https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347.

Thusi, X, Mahlatse, R., & Matyana, M. (2023). Innovation As A Tool To
Improve Public Service Delivery: South African Government
Perspective. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and
Humanities, 4(2), 175-189.
https://idj.jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article /view/39165.

Torfing, J. (2019). Collaborative Innovation In The Public Sector: The
Argument.  Public  Management  Review, 21(1), 1-11.
https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248.

Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). Pelayanan Publik
Berbasis Digital. Deepublish.

Tui, F. P, Ilato, R,, & Katili, A. Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik
Melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia,
Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(2), 254-263.
https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan
Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas.
Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan
Politik, 6(2), 1-9. https://doi.org/10.54783 /japp.v6i2.726.

Widnyani, . A. P.S. (2017). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik
dalam Pelayanan Publik. SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik), 8(2), 93-102.
https://doi.org/10.22225/SINTESA.8.2.1060.93-102.

Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). Transformasi Digital:
Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif
Administrasi Publik. Jurnal IImu Sosial Dan Humaniora, 1(3), 103-
110. http://isora.safar.id /index.php/isora/article/view/13.

Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya

Maudhy Satyadharma

167



Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. Altasia
Jurnal Pariwisata Indonesia, 3(1), 9-16.
https://doi.org/10.37253 /altasia.v3i1.4336.

Zakiyah, U., & Fadiyah, D. (2020). Inovasi Pelayanan Transportasi
Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta.
ADMINISTRATIO:  Jurnal Ilmu Administrasi  Publik Dan
Pembangunan, 11(1), 29-36.
https://doi.org/10.23960/administratio.v11i1.102.

Zein, H. H. M,, & Septiani, S. (2024). Digitalisasi Pemerintahan Daerah:
Katalis untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance. Sada Kurnia
Pustaka.

Zein, M. H. M. (2023). Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan
Pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.

Maudhy Satyadharma



PROFIL PENULIS

Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Ir. Maudhy Satyadharma, S.T., M.T.
Penulis lahir di Surabaya, 7 Januari 1982.
Penulis adalah staf pada Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi
Tenggara sejak tahun 2015 sampai saat
ini. Menyelesaikan pendidikan Strata
Satu (S1) pada Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
(Tahun 2006), dan S2 pada Program
Studi Manajemen Rekayasa Program
Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo
(Tahun 2024). Penulis memperoleh gelar
profesi Ir dari Universitas Hasanuddin di

Tahun 2025. Selain aktif sebagai ASN Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara, penulis menyenangi dan menekuni bidang
menulis terutama terkait aspek transportasi terkhusus Digitalisasi
Transportasi dan Kebijakan Transportasi yang aman, nyaman,

selamat, humanis dan berkelanjutan. Penulis dapat dihubungi melalui
email: maudhymaudhy@gmail.com.

Maudhy Satyadharma

169



1{

BAB 10
PERENCANAAN
STRATEGIS DAN

PENYUSUNAN RENCANA

KERJA

Fajar Nugraha Yusman, M.M.Pd.
Sekolah Tinggi [Imu Ekonomi Miftahul Huda




Perencanaan Strategis dan Penyusunan Rencana Kerja

Pendahuluan

Perubahan lingkungan organisasi pada satu dekade terakhir bergerak
jauh lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Disrupsi
teknologi, digitalisasi layanan, dinamika perilaku konsumen,
ketidakstabilan ekonomi global, hingga perubahan regulasi yang
berulang telah memaksa setiap organisasi baik sektor publik, bisnis,
maupun pendidikan tinggi untuk menata ulang arah jangka panjang
dan memperkuat sistem perencanaan mereka.

Fenomena seperti percepatan transformasi digital pasca-
pandemi, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, serta
kompetisi berbasis inovasi membuat organisasi tidak lagi dapat
bertahan hanya dengan perencanaan jangka pendek atau pola kerja
administratif semata. Dalam konteks inilah perencanaan strategis dan
penyusunan rencana kerja memperoleh urgensinya sebagai fondasi
tata kelola yang efektif.

Pada tataran konsep, perencanaan strategis merupakan proses
sistematis yang membantu organisasi menentukan posisi saat ini,
merumuskan arah masa depan, serta menetapkan strategi untuk
mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Menurut
(Rangkuti, 1998), perencanaan strategis menjadi mekanisme kunci
untuk membaca kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui
pendekatan analitis yang terstruktur.

(Sedarmayanti, 2017) menekankan bahwa organisasi yang
memiliki rencana strategis yang jelas akan mampu mengoptimalkan
sumber daya dan merespons perubahan dengan lebih adaptif.
Perspektif ini sejalan dengan teori manajemen strategis klasik yang
menempatkan proses perencanaan sebagai inti dari keunggulan
bersaing (Porter, 2008).

Di sisi lain, keberadaan rencana strategis saja tidak cukup tanpa
mekanisme operasional yang lebih rinci. Karena itu, penyusunan
rencana kerja tahunan menjadi instrumen pelengkap yang sangat
penting untuk menerjemahkan visi jangka panjang ke dalam program
nyata, indikator kinerja, target, dan kebutuhan sumber daya.

(Umar, 2002) menjelaskan bahwa rencana kerja berfungsi
sebagai jembatan antara strategi organisasi dan aktivitas operasional
harian, sehingga memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta
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pengukuran kinerja dapat dilakukan secara sistematis. Bab ini ditulis
untuk memberikan landasan teoritis serta kerangka konseptual yang
kokoh bagi pembaca dalam memahami proses perencanaan strategis
dan penyusunan rencana kerja.

Pembahasan mengacu pada teori-teori yang telah mapan, seperti
analisis SWOT, Balanced Scorecard, PESTEL, dan kerangka manajemen
kinerja, sebagai dasar untuk memahami mengapa proses perencanaan
tidak dapat dipisahkan dari analisis lingkungan dan evaluasi
berkelanjutan.

Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh
gambaran yang utuh mengenai pentingnya perencanaan strategis
serta bagaimana rencana kerja dapat diintegrasikan secara efektif
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi di tengah dinamika
persaingan modern.

Konsep Dasar Perencanaan Strategis

1. Pengertian Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang
digunakan organisasi untuk merumuskan arah jangka panjang,
menetapkan tujuan strategis, serta menentukan strategi yang
paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini
melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan
eksternal sehingga organisasi mampu menyesuaikan diri dengan
dinamika perubahan yang terjadi.

(Rangkuti, 1998) mendefinisikan perencanaan strategis
sebagai rangkaian keputusan yang berorientasi pada masa depan
dan disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap peluang
serta ancaman yang dihadapi organisasi. (Sedarmayanti, 2017)
juga menekankan bahwa perencanaan strategis tidak hanya
menentukan arah organisasi, tetapi juga memastikan seluruh
aktivitas operasional berjalan selaras dengan visi dan misi yang
telah ditetapkan.

Dalam konteks manajemen modern, perencanaan strategis
dipandang sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan
organisasi. Hal ini karena perencanaan strategis memberikan
kerangka pemikiran yang rasional, terarah, dan terukur untuk
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Konsep MSDM Strategis Dalam Konteks Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) strategis telah menjadi
fondasi penting dalam transformasi organisasi, baik di sektor swasta
maupun publik. Namun, dalam konteks sektor publik, MSDM strategis
memiliki dinamika, tantangan, dan implikasi yang khas.

Sektor publik beroperasi dalam lingkungan yang kompleks,
dipengaruhi oleh nilai-nilai demokratis, akuntabilitas publik,
transparansi, serta kewajiban melayani seluruh warga negara tanpa
diskriminasi. Oleh karena itu, penerapan MSDM strategis di sektor ini
tidak hanya bertujuan untuk efisiensi organisasional, tetapi juga untuk
memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).

Uraian ini membahas tiga aspek krusial: (1) perbedaan antara
MSDM di sektor publik dan privat, (2) peran MSDM dalam mendukung
misi pelayanan publik dan akuntabilitas, serta (3) prinsip-prinsip
MSDM strategis yang selaras dengan nilai-nilai tata kelola
pemerintahan.

1. Perbedaan MSDM Sektor Publik dan Sektor Privat
MSDM di sektor publik dan privat memiliki tujuan akhir yang
berbeda. Sektor privat berorientasi pada keuntungan (profit-
oriented), efisiensi biaya, dan penciptaan nilai bagi pemegang
saham. Sebaliknya, sektor publik berorientasi pada pelayanan
(service-oriented), Kkeadilan sosial, dan akuntabilitas terhadap
publik. Perbedaan orientasi ini berimplikasi langsung pada
pendekatan pengelolaan sumber daya manusia.
a. Tujuan Organisasi dan Pengukuran Kinerja
Pada sektor privat, kinerja organisasi dapat diukur secara
kuantitatif melalui indikator seperti laba, pangsa pasar, atau
pertumbuhan pendapatan.

MSDM strategis di sektor ini biasanya fokus pada
peningkatan produktivitas, retensi karyawan berkinerja tinggi,
dan pengembangan kapasitas yang mendukung pencapaian
target bisnis.

Di sisi lain, sektor publik mengukur keberhasilan melalui
kualitas pelayanan, responsivitas terhadap kebutuhan
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masyarakat, dan dampak sosial. MSDM strategis di sektor ini
harus memastikan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki
kompetensi teknis maupun nilai-nilai pelayanan publik yang
kuat.

b. Kerangka Hukum dan Regulasi
MSDM di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kerangka
hukum dan kebijakan pemerintah. Misalnya, di Indonesia, UU
No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur secara ketat proses
rekrutmen, promosi, evaluasi kinerja, dan sistem penggajian.
Sementara di sektor swasta, perusahaan memiliki fleksibilitas
besar dalam menyesuaikan kebijakan SDM sesuai kebutuhan
pasar dan strategi bisnis.

c. Motivasi dan Insentif
Karyawan sektor publik cenderung termotivasi oleh nilai
layanan (public service motivation), bukan insentif finansial
semata (Perry & Wise, 1990; dikutip dalam studi-studi
kontemporer seperti Kim et al, 2021).

Oleh karena itu, MSDM strategis di sektor publik harus fokus
pada pembinaan nilai, pengembangan kepemimpinan berbasis
integritas, dan penciptaan budaya organisasi yang mendorong
komitmen terhadap misi publik.

2. Peran MSDM Dalam Mendukung Misi Pelayanan Publik dan
Akuntabilitas
MSDM strategis di sektor publik bukan hanya soal administrasi
personalia, tetapi tentang membangun kapasitas institusional yang
mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif,
transparan, dan akuntabel. Dalam era digitalisasi dan tuntutan
reformasi birokrasi, MSDM memiliki peran transformatif dalam
menghubungkan sumber daya manusia dengan misi pelayanan
publik.
a. Rekrutmen Berbasis Kompetensi dan Nilai
Salah satu pilar MSDM strategis adalah rekrutmen yang tidak
hanya memilih kandidat dengan kualifikasi teknis, tetapi juga
komitmen terhadap nilai-nilai publik seperti integritas,
netralitas, dan keadilan. Di Indonesia, Badan Kepegawaian
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Negara (BKN) telah mendorong sistem rekrutmen digital
(SSCASN) yang transparan dan berbasis meritokrasi sejak 2020
(BKN, 2023).
b. Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan
MSDM strategis juga bertanggung jawab atas pembelajaran
organisasi (organizational learning) melalui pelatihan, rotasi
jabatan, dan pendidikan lanjutan.
Misalnya, program e-Learning ASN yang dikembangkan
oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) sejak 2019
mendukung adaptasi ASN terhadap perubahan teknologi dan
kebutuhan layanan publik modern (LAN, 2022).
c. Sistem Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja
MSDM strategis memastikan bahwa sistem evaluasi kinerja
tidak hanya mengukur output, tetapi juga outcome dan dampak
sosial. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) di Indonesia,
misalnya, telah direvisi untuk lebih menekankan pada kontribusi
terhadap tujuan nasional dan pelayanan kepada masyarakat
(PermenPANRB No. 29/2019).

. Prinsip-Prinsip MSDM Strategis yang Selaras Dengan Good
Governance
Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efisiensi, keadilan, dan
supremasi hukum. MSDM strategis di sektor publik harus
memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik SDM sejalan
dengan nilai-nilai tersebut.
a. Transparansi dalam Seleksi dan Promosi
Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik. MSDM
strategis mendorong penerapan teknologi informasi dalam
seleksi ASN, pengumuman jabatan terbuka, dan sistem merit
yang objektif. Di Uni Eropa, prinsip open competition menjadi
standar dalam rekrutmen pegawai publik (European
Commission, 2021).
b. Akuntabilitas Melalui Budaya Organisasi yang Kuat
MSDM strategis membangun budaya organisasi berbasis
integritas dan akuntabilitas melalui kode etik, pelatihan anti-
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Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan pada sektor publik, baik pemerintahan
maupun organisasi nirlaba, menghadapi tuntutan yang semakin besar
untuk memastikan penggunaan anggaran secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.

Model penganggaran tradisional berbasis input dianggap kurang
mampu menggambarkan dampak atau hasil dari penggunaan
anggaran. Oleh karena itu, konsep Anggaran Berbasis Kinerja
(Performance Based Budgeting) muncul sebagai pendekatan modern
untuk mengaitkan alokasi anggaran dengan kinerja dan pencapaian
hasil.

Di sisi lain, akuntabilitas keuangan menjadi landasan agar
pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka
kepada publik. Sinergi antara anggaran berbasis kinerja dan
akuntabilitas keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas
belanja, efisiensi pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat.
Serta dapat menjadi fondasi utama dalam mendorong tata kelola
keuangan publik yang baik (good public financial governance).

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang
menghubungkan pendanaan (input) dengan hasil Kkerja
(output/outcome) melalui indikator kinerja yang terukur.

Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2018) bahwa anggaran
berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi
pada output dan outcome, serta mengaitkan antara pendanaan
dengan kinerja yang dihasilkan. Menurut Robinson, M., & Brumby,
J. (2005) dalam artikelnya yang berjudul Does Performance
Budgeting Work?.

Menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja menekankan
keterkaitan antara pendanaan, target, dan capaian kinerja dalam
sektor publik. Sedangkan Mahmudi (2016) menitikberatkan pada
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian
tujuan organisasi.
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2. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran Berbasis Kinerja memiliki sejumlah karakteristik utama
yang membedakannya dari anggaran tradisional. Karakteristik ini
menunjukkan bahwa anggaran tidak lagi berfokus pada berapa
besar dana dibelanjakan, tetapi pada apa yang dihasilkan dan
dicapai dari penggunaan dana tersebut.
a. Berorientasi Pada Output dan Outcome
Anggaran berbasis kinerja menekankan keterkaitan langsung
antara alokasi anggaran dengan hasil yang dihasilkan, baik
berupa output maupun outcome (Mardiasmo, 2018).
Keberhasilan anggaran dinilai dari capaian kinerja, bukan hanya
dari penyerapan anggaran.

Output adalah hasil langsung yang diperoleh dari suatu
kegiatan atau program dan dapat diukur secara kuantitatif.
Outcome adalah manfaat, perubahan, atau dampak yang
dirasakan sebagai akibat dari output yang dihasilkan. Orientasi
pada output dan outcome bertujuan untuk menjamin efektivitas
anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan mendukung
pengambilan keputusan.

b. Keterkaitan dan Perencanaan Strategis
Angaran berbasis kinerja disusun selaras dengan visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis organisasi (Mahmudi, 2016).

Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen untuk
mewujudkan rencana strategis. Setiap kegiatan dan alokasi
dana harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan
strategis dan capaian kinerja.

Manfaat keterkaitan dan perencanaan strategis adalah
mencegah pemborosan anggaran, menjamin fokus pada
prioritas utama, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan
memudahkan evaluasi dan pengendalian.

c. Penggunaan Indikator Kinerja yang Terukur
Anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya indikator
kinerja yang jelas, terukur, dan relevan sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran.

d. Penekanan pada Prinsip Value for Money
Penerapan analisis beban kerja berlandaskan prinsip ekonomis,
efisien, dan efektif (value for money), sehingga penggunaan
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Pendahuluan

Pengukuran kinerja di sektor publik cenderung lebih kompleks
daripada sektor swasta karena melibatkan tujuan non keuangan
seperti pelayanan masyarakat, akuntabilitas publik, dan dampak
sosial, meskipun bukti menunjukkan bahwa integrasi metrik strategis
dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan.

Evaluasi strategi seringkali menghadapi tantangan politik dan
regulasi, di mana penelitian menyarankan pendekatan berbasis bukti
seperti Balanced Scorecard (BSC) untuk menyeimbangkan perspektif
keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran, walaupun
adaptasilokal diperlukan untuk konteks Indonesia (Kridatama, 2024).

Referensi internasional menekankan evolusi dari model
tradisional ke multikriteria, sementara jurnal nasional menyoroti
pentingnya pengendalian strategi untuk keberlanjutan organisasi
publik, dengan bukti bahwa ketidakselarasan antara pengukuran dan
evaluasi dapat menghambat pencapaian tujuan.

Meskipun ada konsensus tentang manfaatnya, isu seperti
resistensi budaya dan keterbatasan sumber daya sering menjadi
penghalang, sehingga disarankan integrasi teknologi dan pelatihan
untuk meningkatkan akurasi evaluasi (Nurhadianthy & Anis, 2023).
Dalam manajemen strategik sektor publik, pengukuran kinerja dan
evaluasi strategi merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa
organisasi dapat mencapai tujuan publik secara efektif dan efisien.
Pengukuran kinerja melibatkan identifikasi indikator yang relevan
untuk menilai pencapaian, sementara evaluasi strategi fokus pada
penyesuaian rencana berdasarkan hasil tersebut.

Pendekatan ini tidak hanya mendukung akuntabilitas, tetapi juga
memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal,
seperti kebijakan pemerintah atau tuntutan masyarakat. Studi
menunjukkan bahwa organisasi publik yang menerapkan sistem
pengukuran terintegrasi cenderung lebih responsif terhadap
tantangan, meskipun kompleksitas sektor ini memerlukan
penyesuaian model dari sektor swasta (Marsus, 2022).

Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mencakup dimensi
multifaset, termasuk efisiensi operasional, efektivitas layanan, dan
dampak sosial. Evaluasi strategi, di sisi lain, melibatkan tinjauan
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berkala terhadap kesesuaian strategi dengan visi organisasi. Referensi
seperti Balanced Scorecard menawarkan kerangka yang holistik, di
mana perspektif keuangan digabungkan dengan nonkeuangan untuk
evaluasi yang lebih seimbang.

Di Indonesia, pendekatan ini dapat diadaptasi untuk mendukung
reformasi birokrasi, dengan penekanan pada indikator yang dapat
diukur secara objektif. Tantangan utama mencakup ketergantungan
pada data subjektif, resistensi dari pegawai, dan keterbatasan
anggaran. Penelitian menyarankan bahwa integrasi evaluasi berbasis
bukti dapat mengurangi bias, sementara pelatihan manajer menjadi
kunci untuk implementasi yang sukses. Dalam konteks sektor publik,
faktor politik seringkali mempengaruhi objektivitas, sehingga
diperlukan mekanisme independen untuk memastikan keadilan.

Pengukuran kinerja dan evaluasi strategi dalam manajemen
strategik sektor publik merupakan topik yang semakin relevan di
tengah tuntutan reformasi administrasi publik global. Sektor publik,
yang meliputi institusi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan
organisasi nirlaba, menghadapi tantangan unik dibandingkan sektor
swasta, seperti orientasi pada pelayanan masyarakat daripada
keuntungan finansial, akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan
publik, dan pengaruh faktor politik serta regulasi (Singgir et al., 2025).

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk
mengukur pencapaian tujuan organisasi melalui indikator kuantitatif
dan kualitatif, sementara evaluasi strategi melibatkan penilaian
kesesuaian dan efektivitas strategi yang telah dirumuskan dalam
mencapai visi jangka panjang. Kedua elemen ini saling terkait dalam
kerangka manajemen strategik, di mana pengukuran memberikan
data empiris untuk evaluasi, dan evaluasi menghasilkan rekomendasi
untuk penyesuaian strategi.

Evolusi penelitian tentang pengukuran kinerja di sektor publik
telah berkembang sejak tahun 1980an, seiring dengan reformasi
manajemen publik modern yang menekankan efisiensi dan efektivitas.
Awalnya, fokus pada model tradisional seperti pengukuran
berdasarkan input dan output, kemudian bergeser ke pendekatan
multi Kkriteria seperti Balanced Scorecard (BSC) dan Total Quality
Management (TQM).

Mohammad Annas




Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Strategi

Daftar Pustaka

Abernethy, M. A, et al. (1999). The Role of Budgets In Organizations
Facing Strategic Change: An Exploratory Study. Accounting,
Organizations and Society.

Aguinis, H. (2019). Performance Management for Dummies. John Wiley
& Sons.

Bezerra, L. F, et al. (2024). Development of Scale And Model For
Evaluating The Individual Performance Appraisals Process In
Public Management. Human Resources Management and Services,
6(4), 3404.

Handayani, M. & Syahrial, M. A. (2024). Leveraging Digital
Transformation For Performance Management: A Case Study on E-
Sakip Implementation in Government Institutions. 4, 138-157.

History, A. (2025). Internal And External Performance Evaluation
Analysis (SAKIP) At The Investment And One-Door Integrated
Services Service (DPMPTSP) of East Java Province. 23(3), 781-793.

Kridatama, P. T. C. (2024). Evaluasi Pengukuran Kinerja dan Penerapan
Balanced Scorecard Pada. 2(1).

Kroll, A., & Moynihan, D. P. (2015). Does Training Matter? Evidence
From Performance Management Reforms. Public Administration
Review, 75(3), 411-420.

Kuncoro, B., Purba, R, & Maisyarah, R. (2024). The Influence of
Government Supervision And SAKIP To Implementation Good
Governance In Ditjen Binwasnaker & K3 Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 5(2), 2902-2917.

Marsus, S. (2022). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah:
Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (Evaluation of
Local Government Performance Measurement: Case Study in Garut
District Health Service). 2(1), 65-79.

Moon, M. ]. (2020). Governance, Technology And Citizen Behavior In
Pandemic: Lessons From COVID19 In East Asia. Progress in

Disaster Science. Retrieved from
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172
0300272.

Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (1995). Performance Measurement
System Design: A Literature Review And Research Agenda.
International Journal of Operations & Production Management,

Mohammad Annas



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300272
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300272

Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Strategi

15(4), 80-116.

Nurhadianthy, H. A., & Anis, B. J. (2023). Analisis Kinerja Organisasi
Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard (Performance

Analysis of Public Sector Organizations Using Balanced Scorecard).
4(01), 1-14.

Salomo, R. V. (2023). Progress and Institutional Challenges on Local
Governments Performance Accountability System Reform In
Indonesia. December, 1-14.
https://doi.org/10.1177/21582440231196659.

Samad, A. (2025). Implementation of The Government Performance
Accountability System (SAKIP) At Makassar Port Authority. 5(3),
585-599.

Siddiquee, N. A. (2008). Electronic Governance in Asia: State of Play,
Impact And Bridging Internal Divide. APCICT. Retrieved from
https://www.unapcict.org/sites/default/files/201901/Egoverna
nce%20in%20Asia%?20State%200f%20Play%20Impact%20and
%?20Bridging%20Internal%20Divide.pdf.

Siddiquee, N. A, et al. (2025). Comparative Analysis Of Egovernment
Development Status Of ASEAN Member States. Journal of High
Technology Management Research. Retrieved from
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266618882
5009141.

Singgir, N. Y., Ferriswara, D., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2025).
Policy Implementation In Indonesia: A Systematic Review of Recent
Trends And Practices In Public Administration And Governance. 22.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). UN
EGovernment Survey 2024.

United Nations ESCAP. (2024). EGovernment Survey 2024 Insights.
Retrieved from
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/eventdocuments
/UN%20DESA%20Egov%20Survey%202024%?20Insights_for%?2
0ESCAP%?20event_24092024ak.pdf.

Wardhani, F. K, & Salim, U. (2021). Strategy For Improving The
Implementation of Performance Accountability System For
Government Institution (SAKIP): A Case Study in the Directorate
General of Human Settlements (Ditjen Cipta Karya), The Ministry of
Public Works and Housing, Indonesia. 8(April), 99-109.

Waseda University Institute of Digital Government. (2025). 20th

Mohammad Annas

269


https://www.unapcict.org/sites/default/files/201901/Egovernance%20in%20Asia%20State%20of%20Play%20Impact%20and%20Bridging%20Internal%20Divide.pdf
https://www.unapcict.org/sites/default/files/201901/Egovernance%20in%20Asia%20State%20of%20Play%20Impact%20and%20Bridging%20Internal%20Divide.pdf
https://www.unapcict.org/sites/default/files/201901/Egovernance%20in%20Asia%20State%20of%20Play%20Impact%20and%20Bridging%20Internal%20Divide.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666188825009141
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666188825009141
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/eventdocuments/UN%20DESA%20Egov%20Survey%202024%20Insights_for%20ESCAP%20event_24092024ak.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/eventdocuments/UN%20DESA%20Egov%20Survey%202024%20Insights_for%20ESCAP%20event_24092024ak.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/eventdocuments/UN%20DESA%20Egov%20Survey%202024%20Insights_for%20ESCAP%20event_24092024ak.pdf

Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Strategi

World Digital Government Rankings 2025. Retrieved from
https://idgwaseda.jp/pdf/2025_Digital_Government_Ranking Re
port.pdf.

Yolandasari, P., Petrus, N., & Werang, L. (2025). llomata International
Journal of Social Science. 6(2), 520-534.

Younus, M., et al. (2023). Comparative Analysis of Egovernment
Development Index: A Case Study of South Asian Countries.
Transforming Government: People, Process and Policy. Retrieved
from
https://www.researchgate.net/publication/373925053_Compara
tive_analysis_of EGovernment_Development_Index_a_case_study_
of_South_Asian_countries.

Yunus, A. P., et al. (2025). Comparative Analysis of Digitization in
Central Asian Landlocked Countries. Information Systems for
Development Journal. Retrieved from
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/isd2.70045.

Mohammad Annas


https://idgwaseda.jp/pdf/2025_Digital_Government_Ranking_Report.pdf
https://idgwaseda.jp/pdf/2025_Digital_Government_Ranking_Report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/373925053_Comparative_analysis_of_EGovernment_Development_Index_a_case_study_of_South_Asian_countries
https://www.researchgate.net/publication/373925053_Comparative_analysis_of_EGovernment_Development_Index_a_case_study_of_South_Asian_countries
https://www.researchgate.net/publication/373925053_Comparative_analysis_of_EGovernment_Development_Index_a_case_study_of_South_Asian_countries
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/isd2.70045

PROFIL PENULIS

Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Strategi

Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par.,
M.M., CSCP., CHRP.

Penulis lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata
Bandung (NHI) pada tahun 1997 dan
meniti karir profesional di industri
perhotelan, perusahaan food and beverage
dan ritel multinasional. Pada tahun 2011,
penulis meneruskan pendidikan ke jenjang
magister di Universitas Mercu Buana
Jakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis

kemudlan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral pada tahun
2015 dan lulus pada tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah
Jakarta. Sejak tahun 2016 sampai sekarang penulis menjadi pengajar
penuh waktu di Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara.
Penulis fokus pada bidang supply chain, logistic dan pengembangan
sumber daya manusia. Penulis juga aktif dalam berbagai asosiasi
industri termasuk berperan sebagai asesor kompetensi Badan
Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI) untuk
bidang logistik dan sumber daya manusia.

Email Penulis: mohammad.annas@umn.ac.id/annasjom@gmail.com.

Mohammad Annas

271



ﬁ'

BAB 14
MANAJEMEN STRATEGIK
DI ERA DIGITAL DAN E-
GOVERMENT

Mokhamad Eldon, S.E., M.M., CDMS.
Universitas Tulungagung




Manajemen Strategik Di Era Digital dan E-Goverment

Latar Belakang Transformasi Digital di Sektor Publik
Transformasi digital di sektor publik merupakan respons strategis
terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi
yang telah mengubah cara masyarakat hidup, bekerja, dan
berinteraksi.

Masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang serba cepat,
mudah diakses, transparan, dan terintegrasi, sehingga memaksa
pemerintah untuk meninggalkan pola layanan konvensional yang
birokratis dan lambat. Dalam konteks ini, digitalisasi diposisikan
sebagai upaya modernisasi tata kelola pemerintahan melalui
pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas,
efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia,
turut menjadi pendorong utama lahirnya inisiatif e-government dan
transformasi  digital. Pemerintah menyadari bahwa proses
administrasi yang fragmentaris, prosedur yang panjang, serta
minimnya keterbukaan informasi tidak lagi relevan dalam era
kompetisi global.

Transformasi digital dianggap sebagai solusi strategis yang
mampu memperbaiki kualitas layanan publik, memperkuat
koordinasi lintas lembaga, serta mendorong percepatan proses bisnis
pemerintahan. Digitalisasi juga diyakini dapat berkontribusi pada
peningkatan daya saing nasional melalui penyederhanaan regulasi,
percepatan perizinan, dan kemudahan akses informasi bagi
masyarakat maupun dunia usaha. Pandemi COVID-19 kemudian
mempercepat urgensi transformasi digital di sektor publik.

Pembatasan aktivitas fisik memaksa pemerintah untuk
mengalihkan berbagai layanan dan proses administrasi ke platform
digital agar pelayanan publik tetap berjalan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pemerintahan yang tidak memiliki sistem informasi
terintegrasi, infrastruktur digital memadai, serta SDM yang kompeten
akan mengalami hambatan serius dalam menjalankan fungsi
pelayanan. Oleh karena itu, pascapandemi, pemerintah semakin
menyadari bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan strategis, bukan
sekadar pilihan kebijakan.
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Gambar 14.1: Transformasi Digital di Sektor Publik
Sumber: https://cdn.azeusconvene.com/wp-
content/uploads/Imagel-12.png.

Namun, perubahan menuju pemerintahan digital tidak terlepas
dari berbagai tantangan mendasar, seperti kesenjangan digital antara
daerah, rendahnya literasi digital aparatur, fragmentasi data antar
instansi, serta tingginya risiko keamanan siber. Tantangan tersebut
menegaskan pentingnya pendekatan manajemen strategik dalam
memastikan proses transformasi digital berjalan secara sistematis,
terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki visi digital
yang jelas, strategi pengembangan teknologi yang kuat, serta
kebijakan yang mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi
lintas sektor.

Dengan demikian, latar belakang transformasi digital di sektor
publik tidak hanya berangkat dari perkembangan teknologi, tetapi
juga dari kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat. Transformasi ini pada hakikatnya merupakan perubahan
paradigma dan budaya organisasi, bukan sekadar penggunaan
teknologi semata.

Oleh sebab itu, manajemen strategik memiliki peran yang sangat
penting dalam memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi mampu
memberikan nilai tambah nyata bagi publik dan meningkatkan
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Pendahuluan

Penerapan manajemen strategik menjadi krusial untuk mengatasi
berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), termasuk isu pendanaan, koordinasi
kelembagaan, ketersediaan data, dan kapasitas sumber daya manusia
(Suharyani & Djumarno, 2023).

Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk secara efektif
mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya secara
optimal, dan menyelaraskan berbagai upaya menuju pencapaian
target SDGs yang kompleks dan saling terkait. Integrasi keberlanjutan
ke dalam manajemen strategik memungkinkan organisasi untuk
bergerak melampaui pendekatan bisnis-seperti-biasa, mendorong
inovasi dan adaptasi yang diperlukan untuk mencapai agenda 2030.

Pendekatan ini juga mengakomodasi identifikasi tantangan dan
peluang dalam pengelolaan keberlanjutan, memastikan bahwa tujuan
sosial dan lingkungan menjadi bagian integral dari kerangka kerja
strategis (Alkhodary, 2023). Perusahaan dan institusi diharapkan
tidak hanya sekadar merumuskan tujuan pembangunan
berkelanjutan, tetapi juga mengintegrasikannya secara mendalam ke
dalam keseluruhan strategi korporat (Helmold et al,, 2024). Hal ini
mencakup penggabungan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola
serta tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam perencanaan jangka
panjang dan implementasi strategi bisnis.

Dengan demikian, integrasi keberlanjutan ke dalam pengambilan
keputusan strategis memberikan keunggulan kompetitif jangka
panjang dan nilai bisnis yang signifikan (Irawan, 2025). Penyelarasan
strategi keberlanjutan ini secara mendalam melibatkan evaluasi dan
kontrol berkelanjutan untuk menghasilkan data yang andal sebagai
dasar pelaporan terintegrasi, yang krusial untuk memastikan
kesejahteraan generasi kini dan mendatang dalam batasan ekologis
planet ini (Beckmann et al., 2023).

Hal ini menuntut para pemimpin untuk memiliki kemampuan
merencanakan, menganalisis kendala, dan mengambil keputusan
strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
pada berbagai tingkatan, baik nasional maupun daerah (Suharyani &
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Djumarno, 2023). Oleh karena itu, penyusunan strategi yang efektif
memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen yang
dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk faktor-
faktor pendorong dan alat-alat yang relevan untuk mencapai tujuan
tersebut.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji peran penting
manajemen strategik sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan dan
pencapaian target SDGs, serta mengeksplorasi bagaimana integrasi
keberlanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi entitas
bisnis dan organisasi publik.

Manajemen Strategik dan SDGs: Integrasi Konsep

1. Konsep Manajemen Strategik
Manajemen strategik merupakan suatu proses dinamis yang
melibatkan perumusan, implementasi, serta evaluasi keputusan
lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai
tujuannya (Alkhodary, 2023).

Pentingnya manajemen strategis semakin diperkuat dengan
meningkatnya tekanan untuk memastikan produktivitas dan
efektivitas, yang mendorong perusahaan atau organisasi untuk
terus meningkatkan sistem manajemen mereka. Pada konteks
modern, manajemen  strategis juga  dituntut untuk
mengintegrasikan aspek keberlanjutan korporat agar selaras
dengan perubahan lingkungan ekologis dan sosial yang semakin
cepat. Oleh karena itu, strategi dalam konteks ini tidak hanya
berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi, tetapi
juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap
lingkungan dan masyarakat.

Secara lebih spesifik, manajemen strategik mencakup
serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah
pada penentuan kinerja jangka panjang perusahaan (Laugi, 2019).
Keunggulan kompetitif ini harus unik, berharga, dan sulit ditiru
agar dapat bertahan lama, seringkali diperoleh melalui aktivitas
yang berbeda dari pesaing atau dengan melakukan aktivitas yang
sama namun dengan cara yang inovatif.
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Etika dan Akuntabilitas Dalam Manajemen Strategik

Pendahuluan

Transformasi sektor publik di era governance mengharuskan
pemerintah untuk bekerja lebih transparan, partisipatif, responsif,
dan kolaboratif (Sendika & Frinaldi, 2025). Etika dan akuntabilitas
menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa proses manajemen
strategik tidak hanya efektif secara teknis, tetapijuga legitimate secara
moral serta dapat mempertahankan kepercayaan warga negara.

Bab ini mengkaji integrasi etika dan akuntabilitas ke dalam
seluruh siklus manajemen strategik, mencakup perumusan strategi,
implementasi, monitoring & evaluasi, hingga akuntabilitas publik.
Pembahasan dilengkapi dengan kerangka teoritis manajemen
strategik sektor publik, model konseptual integratif, serta studi kasus
Indonesia dan implementasinya.

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sektor
publik tidak hanya bergantung pada kapabilitas teknokratis, tetapi
pada integritas aparatur, sistem akuntabilitas yang kuat, dan tata
kelola kolaboratif yang mencegah konflik kepentingan. Bab ini
memberikan kontribusi terhadap literatur administrasi publik dengan
menawarkan framework Etika-Akuntabilitas-Strategi (EAS Model)
yang mensinergikan nilai moral dan logika strategik dalam governance
modern. Pemerintahan modern dihadapkan pada tantangan kompleks
yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan
administratif tradisional. Masyarakat kini menuntut pemerintah yang
lebih sederhana, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mampu
menjawab perubahan lingkungan strategis (Ekarini, 2025).

Transformasi ini tidak hanya teknis, tetapi juga moral. Sebab,
dalam dunia di mana informasi semakin terbuka, muncul kesadaran
bahwa kualitas institusi tidak ditentukan hanya oleh capaian kinerja,
melainkan oleh cara pemerintah mencapai kinerja tersebut (Sofyani &
Akbar, 2013; Riwukore et al, 2022). Dalam konteks ini, manajemen
strategik menjadi instrumen yang penting. Namun, manajemen
strategik tidak bisa bekerja secara optimal tanpa fondasi dua nilai
dasar: etika publik dan akuntabilitas.

Keduanya memastikan bahwa penggunaan kekuasaan,
kewenangan, dan sumber daya publik dilakukan secara benar, adil,

Lena Farsiah




Etika dan Akuntabilitas Dalam Manajemen Strategik

dan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Rahmandika &
Nuradhawati, 2025). Hubungan antara etika, akuntabilitas, dan
manajemen strategik bersifat tidak hanya komplementer, tetapi saling
menguatkan:

1. Etika memberi arah moral.

2. Akuntabilitas memberi mekanisme pertanggungjawaban.

3. Strategi memberi struktur tindakan.

Ketiga elemen tersebut membentuk governance architecture yang
menentukan apakah suatu kebijakan publik akan menghasilkan
manfaat atau justru menciptakan kerugian publik, seperti korupsi,
diskriminasi, kegagalan proyek, dan erosi kepercayaan. Fenomena-
fenomena seperti skandal e-KTP, penyelewengan dana bansos,
ketidakefektifan beberapa proyek smart city, dan problem perizinan
di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan strategis dalam
governance seringkali bukan pada ketidakmampuan teknis, tetapi
pada lemahnya integritas dan akuntabilitas.

Lebih jauh lagi, era governance dicirikan oleh kolaborasi multi-
aktor antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan media.
Kolaborasi ini membawa peluang, tetapi juga risiko konflik
kepentingan dan akuntabilitas yang kabur. Inilah tantangan utama
yang harus ditangani melalui integrasi etika dan akuntabilitas ke
dalam kerangka manajemen strategik sektor publik. Bagian pertama
membahas konsep dasar etika publik, akuntabilitas, dan bagaimana
keduanya terhubung dengan manajemen strategik dalam konteks
evolusi tata kelola modern.

Etika Dalam Sektor Publik

1. Hakikat Etika Publik
Etika publik merupakan seperangkat prinsip moral yang
membimbing perilaku aparatur negara dalam menjalankan fungsi
pemerintahan. Etika tidak hanya dipahami sebagai kewajiban
mematuhi regulasi administratif, melainkan sebagai komitmen
normatif untuk menempatkan kepentingan publik di atas
kepentingan pribadi, kelompok, ataupun politik.
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SEKTOR PUBLIK

Teori, Formulasi, dan Implementasi di Era Governance

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana
manajemen strategis diadaptasi dari dunia korporasi ke dalam karakteristik unik sektor
publik yang penuh dengan kompleksitas politik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Penulis
membagi pembahasan ke dalam tiga pilar utama: Teori: Menelusuri akar filosofis dan evolusi
pemikiran manajemen strategis dari masa ke masa. Formulasi: Bagaimana merancang
strategi yang tidak hanya visioner, tetapi juga selaras dengan tata kelola (governance) yang
inklusif dan transparan. Implementasi: Membedah tantangan nyata dalam mengeksekusi
rencana di lapangan, di mana kepemimpinan dan budaya organisasi menjadi penentu utama
keberhasilan. Hadirnya istilah "Era Governance" dalam judul buku ini bukan tanpa alasan.
Penulis ingin menekankan bahwa manajemen strategis hari ini tidak lagi dilakukan secara
terisolasi di dalam gedung pemerintahan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor
pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Lebih detail penulis memaparkan isi buku kedalam
(16) enam belas bab, sebagai berikut:

1. Pengantar Manajemen Strategik Sektor Publik: Esensi dan Urgensi

Paradigma Baru Pemerintahan dan Tata Kelola Publik

Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi Publik

Analisis Lingkungan Internal Organisasi Publik

Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)

Analisis SWOT sebagai Alat Formulasi Strategi

Strategi Tingkat Korporat (Corporate-Level Strategy) pada Lembaga Publik

Strategi Tingkat Fungsional (Functional-Level Strategy)

Inovasi dalam Pelayanan Publik (Public Service Innovation)

10. Perencanaan Strategis dan Penyusunan Rencana Kerja

11. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis

12. Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

13. Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Strategi

14. Manajemen Strategik di Era Digital dan E-Government

15. Manajemen Strategik untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
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